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PENGANTAR

Dalam perkembangannya pada tahun-tahun terakhir, arkeologi sebagai
disiplin yang mengkaji dan mengelola kebudayaan materi masa lampau telah
memperoleh sorotan dari berbagai kalangan untuk melakukan perubahan-
perubahan dalam kebermanfaatannya. Tinggalan budaya yang dahulu dipandang
sebagai ranah kajiannya, kini dituntut untuk dapat dikelola sebagai investasi
pembangunan.

Manajemen sumber daya budaya (cw/tural resource management) meskipun
mulaiberkembang sebagai salah satu kajian di dalam arkeologi Indonesia belum
dapat dikembangkan oleh para arkeolog di dalam menyelesaikan kasus-kasus
berkenaan dengan benda cagar budaya (BCB) yang terjadi di banyak daerah.
Meskipun BCB telah dilengkapi oleh berbagai perangkat hukum, namun masih
ada perbedaan cara pandang berbagai kalangan yang berkepentingan dalam
pengelolaaanya.

Masalah itulah yang akan menjadi perhatian Ikatan Ahli Arkeologi Indo-
nesia untuk diketengahkan di dalam acara Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI.
Arkeologi untuk'Masa Depan dipilih sebagai tema yang merupakan upaya
TAAT untuk bersama-sama dengan berbagai kalangan menyatukan pandangan
atas masalah pengelolaan BCB demu kepentingan masyarakat kini dan yang
akan datang, Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 13—16 Juni 2008 di
The Sunan Hotel, Solo.

Pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI pembahasan makalah difokuskan
dalam bentuk sidang pleno. Pembicara pada sidang pleno adalah pembicara
utama yang diundang karena kepakarannya, kewenangannya, atau kompeten-
sinya dalam bidang pelestarian BCB. Pembicara terdiri atas (1) para pakar arkeo-
logisenior Universitas Indonesia yang aktif dalam program-program pelestarian

BCB, (2) pengambil kebijakan dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;



(3) Pemerintah Daerah; (4) Dinas-dinas kebudayaan sebagai pengelola BCB
dan situs kota; dan (5) pemerhati BCB (praktisi dan LSM).

Sidang-sidang komisi diberi porsi lebih kecil yang dikhususkan untuk para
arkeolog yang memerlukan kesempatan pengembangan dirinya di tingkat na-
sional. Topik yang dibahas dalam sidang komisi sesuai dengan fokus PIA XI
“Arkeologi untuk Masa Depan”, yaitu kajian atau pemikiran yang berkaitan
dengan pengembangan manajemen sumber daya budaya. Utamanya, area kajian
dapat berupa penanganan BCB atau kasus-kasus penanganan BCB di daerah
di mana pemakalah bekerja atau yang menjadi perhawan pemakalah. Tujuan
memfokuskan hal ini adalah agar anggota IAAI memperoleh informasi yang
lengkap atas kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia.

IKumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI terdiri atas dua buku.
Buku jilid 1 berisi kumpulan makalah yang disampaikan di dalam sidang-sidang
pleno serta rangkuman hasil diskusi. Sementara itu, Buku jilid 2 berisi kumpulan
makalah yang disampaikan pada sidang-sidang komisi.

Jakarta, 13 Juni 2008
Pengurus IAAI Pusat Periode 2005—2008
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SAMBUTAN DEPUTI MENKO KESRA
BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM ACARA
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Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu’alaikum Wr. Whb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya horman Ketua IAAI beserta seluruh jajaran pengurus.

Yang saya hormati para pejabat pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah.
Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahl
Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia,

Mengawali sambutan saya, ijinkanlah saya mengajak kita semua untuk me-
manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah membe-
rikan nikmat sehat dan nikmat berkesempatan menghadiri acara pembukaan
Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia dan Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke
XTI di Kota Budaya, kota Solo yang tenang, damai dan mempesona ini.



Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan salam hormat dari Bapak
Menko Kesra kepada Bapak, Ibu keluarga besar IAAI dengan ucapan Selamat
Berkongres dan harapan semoga menghasilkan sesuatu yang dapat membawa
arkeologi lebih bernilai dan berguna bagi bangsa dan negara.

Saya atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kesra menyampaikan
penghargaan dan terimakasih kepada panitia pelaksana beserta jajarannya yang
telah memungkinkan terselenggaranya pertemuan ini, karena kami melihat peran
saudara saudara yang terhimpun dalam Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia dalam
ikut mewarnai bangsa Indonesia ke depan sangat penting dan strategis. Penting
karena pembangunan bangsa harus terus berproses dimana Komunitas Arkeo-
logi Indonesia harus ikut serta aktif di dalamnya, baik sebagai objek maupun
subjek dalam pembangunan tersebut. Saya katakan strategis karena pemba-
ngunan bangsa adalah pembangunan peradaban dimana arkeologi memiliki
peran dan fungsi yang besar untuk mewarnai peradaban manusia masa kini
dan masa depan. Pembangunan yang bertumpu pada jati diri bangsa diyakini
akan memuiliki peluang besar untuk kemanfaatan bagi rakyat dan juga kelang-

sungan bagi pembangunan bangsa itu sendiri.

eSaudara-saudara Keluarga Besar IAAI yang saya banggakan. Hadirin yang
berbahagia.

Saya percaya, bahwa kongres dan pertemuan ilmiah arkeologi ke XI in1
yang mengedepankan tema “Arkeologi untuk Masa Depan” diadakan, tidak
sekedar menjalankan agenda rutin belaka, namun tentu lebih dari itu, untuk
melakukan proses sintesis, proses perenungan mendalam, kilas balik dan menyi-
apkan diri melakukan perjuangan untuk berkontribusi lebih besar dan konkrit
untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai.

Memasuki era abad kedua kebangkitan nasional, kita semua perlu melaku-
kan perenungan, mengendapkan emosi, menajamkan nurani, menjernihkan
fikiran kita untuk kemudian menanyakan kepada diri kita masing-masing; Apa
yang sudah kita perbuat untuk bangsa dan negara kita. Apa yang bisa kita
lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.

*Hadirin sekalian yang berbahagia
Kita sama-sama tahu dan rasakan, betapa banyak persoalan yang harus

diselesaikan oleh pemerintah sebagai perangkat negara. Betapa berat permasa-



lahan bangsa yang saat ini kita hadapi, mulai dari kelaparan, kemiskinan,
pengangguran sampai dengan masalah kedaulatan dan eksistensi NKRI. Ber-
bagai bencana, apakah bencana alam murni ataupun bencana akibat ulah manu-
sia terjadi silih berganti. Betapa beragamnya faktor penyebab persoalan yang
kita temui. Berbagai faktor internal, external bahkan global begitu erat berkait
yang saling mempengaruhi dan semakin mempersulit.

Pemerintah sekarang ini selalu dihadapkan pada posisi pilihan-pilihan yang
sulit. Namun semua itu tentu harus kita hadapi bersama, untuk kemudian kita
cari upaya pemecahan masalah dan upaya mengatasinya. Kebersamaan dan
keiklasan untuk berkontribusi secara optimal seseuai kemampuan maupun
fungsi kita masing-masing adalah suatu prasarat yang harus disadari dan diwu-
judkan. Di sinilah kemudian makna pentingnya Kongres IAAI dan PIA ke XI
tahun 2008 bagi kepentingan bangsa dan negara.

®Hadirin sekalian yang berbahagia,

Makna implisit dari Tema Kongres dan PIA yang dicanangkan yaitu “Arke-
ologi untuk masa depan” tentu cukup luas. Pemahaman saya, makna tersebut
tidak sekadar makna aksiologi tentang arkeologi tapi juga makna ontologi dan
epistemologi. Dalam konteks ontologi dan epistemologi, maka bapakibu adalah
ahlinya. Masyarakat biasanya tidak begitu peduli dengan apa yang dikerjakan
para arkeolog, mereka tidak tertarik mendalami hakekat arkeologi, mungkin
sedikit tertarik dengan cara mendapatkan pengetahuan arkeologi, namun pada
ranah aksiologi masyarakat sangat kritis mempertanyakannya dan menggugat
para arkeolog, apa manfaat arkeologi bagi masyarakat, apa manfaat bagi
pemerintah daerah, apa manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Hasil-
hasil penelitian dan temuan arkeologi serta rekomendasi untuk pelestariannya
sering dianggap sebagai penghambat upaya pembangunan. Hal ini merupakan
realitas tantangan yang akan terus ada sejalandengan lingkungan strategis arkeo-
logi yang terus berkembang,

Sejalan dengan temuan—temuan arkeologi (Benda Cagar Budaya) yang se-
makin banyak dan meluas, ternyata menghadirkan tantangan baru untuk penge-
lolaannya. Masyarakat pun menuntutagar BCB dapatdijadikan aset yang mem-
berikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Dalam konteks ini tentunya menjadi kewajiban IAAI untuk memikirkan, untuk

menjadi inisiator sekaligus motor pengembangan Manajemen Sumber Daya
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Budaya yang andal seperti yang diharapkan masyarakat, sehingga kemanfaatan
keberadaan IAAI dirasakan secara signifikant oleh masyarakat.

Berbagai perangkat hukum maupun perangkat manajemen, walaupun be-
berapa telah ada, hal itu masih harus dikembangkan agar dapat mengakomodasi
berbagai kepentingan masyarakat terkait dengan BCB. Era otonomi daerah
merupakan salah satu tantangan yang harus dijawab dan diantisipasi. Kebiasaan
banyak fihak, senang mencari cara cepat untuk mentransformasikan benda
cagar budaya yang bernilai kultural tinggi menjadi sumber daya ekonomi tanpa
mengindahkan hukum dan kaidah teknisnya. Kebiasaan itu haruslah dapat di-
cegah dan segera ditinggalkan. Pengembangan instrumen hukum dan instrumen
teknis pengelolaan BCB lainnya harus segera dipikirkan dan direalisasikan.
Sosialisasi tentang pentingnya pelestarian BCB sebagai sumber daya tak ter-
baharui harus ditingkatkan, baik aspek cakupan maupun kualitas dan metodo-
logi sosialisasinya.

®Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli

Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia,

Kita mungkin telah sering mendengar, bahkan bapak ibu sebagai ilmuwan
mungkin sudah mendalami tentang teori gelombang peradaban yang konon
saat ini telah memasuki peradaban gelombang keempat, yang akan bertumpu
pada suatu kesadaran kreatif umat manusia yang berbasis budaya. Soedyatmoko
menyebut gelombang keempat sebagai Era Conscions Technology dengan produk
abstrak, /Znkage dan powemya berada pada individu yang kreatif berkharisma
dan berkinerja optimal sehingga membuktikan eksistensi yang diakui masyarakat
karena karya dan prestasinya. Mereka tidak terikat oleh lahan, pabrik atau kantor
tapi bisa bergerak bebas melanglang buana tapi eksistensi dan peranannya diakui
dan dirasakan oleh dunia internasional melalui media informasi global yang
juga tidak bisa dibendung oleh nation state era industri.

Bill Gate, penguasa Microsof, pada saat memberikan Kuliah Umum di
JHCC Jakarta awal Mei 2008 yang lalu (Presidential Lecture) menyinggung tentang
prospek perkembangan iptek kedepan yang masuk era digital, yang akan
menggabungkan tehnologi TV, HP, dan personal identification akan membawa
perubahan peradaban yang lebih spektakuler. Dengan teknologi itu kita akan
dengan mudah melihat, merekam berbagai keadaan secara “rea/ time” di berbagai

sudut dunia ini. Manusia bahkan akan mampu mempelajari planet-planet luar
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angkasa cukup dart kamar kita masing-masing. Apalagi kalau hanya ingin tahu
Borobudur, Prambanan, Bali, Situs Sangiran, Bunaken, Situs Raja Empat tentu
akan lebih mudah diakses dari mana pun.

Dengan sedikit gambaran tersebut dapat kita bayangkan bahwa era per-
adaban gelombang keempatsudah mulai berjalan. Contoh konkritnya, Rekaman
gambar dan detail BCB, kesenian, keindahan alam bahkan pemandangan
ataupun kehidupan dasar lautpun dapat dilakukan dengan mudah. Hasil-hasil
rekaman tersebut dengan kreativitas, imajinasi dan kemampuan teknologi dapat
direkayasa menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi, karena dapat dijual

belikan dengan harga yang mahal di pasar global.

®Hadirin sekalian yang sangat saya banggakan,

Realitas 1tu semua tentunya harus kita cermati bersama dengan suatu ke-
lapangan fikiran dan opmisme menatap kehidupan ke depan. IAAI sebagai
komunitas intelektual di bidang arkeologi dan budaya adalah kelompok yang
paling berkepentingan dengan Potensi Komoditas Ekonomi era peradaban
gelombang empat. Berbagai hasil kajian dan temuan arkeologi akan dapat
dengan mudah direkam dan dipublikasikan, namun sangat mungkin hal itu
hanya menjadi produk ekonomi bernilai tinggi yang digarap orang lain. Dalam
konteks seperti ini kesadaran kita dan kepedulian kita terhadap perlindungan
hak-hak intelektual dikalangan IAAI harus ditumbuhkan. Tantangannya tentu
bagaimana komunitas IAAI dengan idealismenya tidak tergulung oleh
gelombang peradaban yang tidak dapat dibendung oleh siapa pun kecuali Yang
Maha Kuasa. Peradaban yang memanfaatkan keunggulan teknologi informasi
dan komunikasi, memasuki dunia maya mengeksplorasi keunggulan budaya
dan purbakala sebagai bahan baku dan sumber inspirasi produk ekonomi kreatif

menjadi produk unggulan masa depan.

®Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli
Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia,

Dengan beberapa catatan yang kami sampaikan didepan, serta memahami
posisi sulit pemerintah sebagai tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyatnya, maka kita sebagai komunitas intelektual memiliki kuwajiban moral
untuk terus tkut memikirkan dan berkontribusi menemukan jalan terbaik untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Proses desentralisasi melalui
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otonomi daerah merupakan realitas yang melahirkan banyak “PR” bagi IAAL
Konflik kepensingan antardaerah terkait situs dan BCB yang berlintasbatas
daerah, maupun konflik kepensngan masyarakat terhadap mata pencaharian
mereka dan pelestarian cagar budaya, hanyalah bagian kecil dari persoalan yang
menunggu jawaban. Akhirnya dapat dikatakan bahwa saat ini pemerintah mem-
butuhkan kontribusi IAAI berupa pemikiran dan tindakan yang konstruktif,
pro pembangunan, pro rakyat, pro pengentasan kemiskinan, ramah lingkungan,
ramah budaya tentunya.

*Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli
Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia,

' Demikian yang perlu kami sampaikan, selanjutnya tentu akan tergantung
kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana mewujudkan arkeologi untuk masa
depan. Dua hari ke depan Bapak Ibu sekalian akan mendiskusikan berbagai
topik yang sangat aktual dan relevan dengan apa yang telah saya sampaikan
tadi. Sebagai insan-insan intelektual, tentu saja kearifanlah yang akan dike-
depankan dalam proses kongres IAAI dan PIA XI tahun 2008 yang akan segera
kita mulai. Dengan kearifan bapak ibu, saya berkeyakinan kongres dan PIA
akan menghasilkan produk dan pemikiran arkeologi yang bermanfaat, tidak
hanya bagi pengembangan ilmu dan bagi komunitas arkeologi saja, tetapi juga
bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Saya secara pribadi maupun atasnama Kementerian Koordinator Bidang
Kesra menyampaikan “Selamat Ber-kongres, selamat berdiskusi dalam PIA ke
XI 2008” semoga sukses untuk semua.
Dengan selalu bermohon perkenan dan barokah dari Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas nama kita semua, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim,
“KONGRES IKATAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA DAN
PERTEMUAN ILMIAH ARKEOLOGI KE XI TAHUN 2008
DINYATAKAN DIMULATI”
Sekian, terimakasih atas perhatiannya, Wabilahi Taufik walhidayah,
Wasalamualatkum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Deputi Menko Kesra, Bidang
Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga,

Drs. Sugihartatmo, MPIA
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EXECUTIVE SUMMARY

Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) merupakan kegiatan rutin yang dise-
lenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Ahli ArkeologiIndonesia (IAAI) ber-
barengan dengan Kongres IAAI Pada tahun 2008 ini, PIA XI diselenggarakan
pada tanggal 13—16 Juni di The Sunan Hotel, Solo.

Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI dimaksudkan sebagai forum diskusiilmiah
antaranggota IAAL PIA XI kali ini menengahkan tema Arkeologi untuk Masa
Depan. Dalam perkembangannya pada tahun-tahun terakhir, arkeologi sebagat
disiplin yang mengkaji dan mengelola kebudayaan materi masa lampau telah
memperoleh sorotan dari berbagai kalangan untuk melakukan perubahan-
perubahan dalam kebermanfaatannya. Tinggalan budaya yang dahulu dipandang
sebagai ranah kajiannya, kini dituntut untuk dapat dikelola sebagai investasi
pembangunan. Manajemen sumber daya budaya (cultural resource management)
meskipun mulai berkembang sebagai salah satu kajian di dalam arkeologi Indo-
nesia belum dapat dikembangkan oleh para arkeolog di dalam menyelesaikan
kasus-kasus berkenaan dengan benda cagar budaya (BCB) yang terjadi di banyak
daerah. Meskipun BCB telah dilengkapioleh berbagai perangkat hukum, namun
masih ada perbedaan cara pandang berbagai kalangan yang berkepentingan
dalam pengelolaaanya. Sub tema yang dibahas adalah:

1. Konsep warisan budaya lokal, nasional, dan internasional/dunia.

2. Konsep manajemen benda cagar budaya.

3. Konsep pengelolaan benda cagar budaya Perubahan paradigma pelestarian
internastonal.

4. Penjelasan Revist Undang-Undang Benca Cagar Budaya.

5. Konsep tata ruang ber-BCB.
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. Kebijakan strategis perencanaan dan pengelolaan benda cagar budaya.
. Kebijakan pengelolaan situs dan temuan bawah air.

. Pengelolaan situs dan temuan bawah air.

O o N S

. Kebijakan pengelolaan dan pengembangan museum.
10. Pengelolaan situs perkotaan, kota Solo.

11. Kebijakan dan pengelolaan Situs Sangiran.

Arkeologi untuk Masa Depan dipilih sebagai tema Pertemuan Ilmiah
Arkeologi XI merupakan upaya IAAI untuk bersama-sama dengan berbagai
kalangan menyatukan pandangan atas masalah pengelolaan BCB demi kepen-
tingan masyarakat kini dan yang akan datang, Diharapkan hasil dari pertemuan
ilmiah ini dapat menjadi sumbangan pikiran untuk szakehorders baik untuk IAAI
sendiri, pemerintah, maupun masyarakat dalam meningkatkan upaya-upaya
pelestarian BCB.

SINOPSIS
Pada PIA XI ini pembahasan makalah difokuskan di dalam sidang pleno.

Pembicara pada sidang pleno adalah pembicara utama yang diundang karena

kepakaran, kewenangan, atau kompetensinya dalam bidang pelestarian BCB.

Pembahasan pengelolaan BCB terdiri atas:

1. Prof. Dr. Edi Sedyawati (Dosen FIB-UI): Konsep Warisan Budaya Lokal,
Nasional, dan Internasional.
Hasil Diskusi:
Konsep mengenai warisan budaya perlu mendapat perhatian lebih dalam
mengingat warisan budaya tidak hanya terdiri atas hal-hal yang bersifat
tangible dan intangible, tetapijuga dapat dimiliki bersama oleh dua atau lebih
bangsa, dan cakupannya dapat bersifat nasional dan internastonal. Selain
itu warisan budaya juga berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang
sering menjadi masalah dan persengketaan antara pihak-pihak yang merasa
memiliki warisan budaya yang bersangkutan. Hal yang dirasakan masih
perlu dilakukan adalah merumuskan kriteria pemeringkatan benda cagar
budaya yang dapat diacu. Pemakalah mengemukakan bahwa sebaiknya peme-
ringkatan hanya ada dua, yaitu tingkat nasional dan internasional. Mengingat
perhatian terhadap warisan budaya yang bersifat zntangible masih kurang, ma-

ka perlu pula dipikirkan adanya suatu daftar warisan budaya yang intangble.
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2. Prof. Dr. Mundardjito (Dosen FIB-UI): Konsep CRM dan Kegiatan Peles-

':_\)

tarian Arkeologi di Indonesia.

Hasil Diskusi:

Manajemen sumber daya budaya merupakan hal yang umum dilakukan di
berbagai negara dalam rangka melestarikan benda cagar budaya tanpa me-
lupakan aspek pemanfaatannya. Namun demikian, perlindungan benda
cagar budaya di Indonesia umumnya baru dilakukan bila keadaannya sudah
memprihatinkan. Di samping itu, undang-undang BCB yang ada belum
cukup disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masih terdapat perbe-
daan penafsiran dan pemahaman. Masalah lain yang dihadapiadalah belum
ada koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan (szzke holder). Dari
hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa hal penting yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan manajemen sumber daya budaya adalah menyiasati
bagaimana mengembangkan kemampuan-kemampuan khusus dalam ma-
najemen sumber daya budaya. Hal in1 mengingat pelaksanaan manajemen

sumber daya budaya menyangkut hal-hal di luar arkeologi sendiri.

Drs. Soeroso M.P., M.Hum. (Direktur Purbakala — Ditjen Sepur): Perubah-
an UU RI No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya dalam Konteks
Sekarang dan Masa Depan

Hasil Diskusi:

Perubahan bahkan penggantian Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 di-
rasakan sangat perlu dilakukan mengingat telah terjadi banyak perubahan
dalam sistem pemerintahan yangberdampak pada penanganan benda cagar
budaya. D1 samping itu, konsep pelestarian juga telah berkembang. Namun
demikian, rancangan undang-undang ini masih belum sempurna. Salah satu
yang tidak masuk dalam undang-undang BCB ini adalah yang berkaitan de-
ngan hal-hal yang intangible. Kekurangan rancangan undang-undang ini terlihat
dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta sidang yang masih
meragukan undang-undang yang baru telah mencakup semua aspek terkait.
Pemakalah mengemukakan bahwa mengingat undang-undang BCB 1ni masih

berupa rancangan, maka masih memungkinkan diadakan perbaikan.

Nina Sardjunani (Deputi SDM dan Kebudayaan — Bappenas): Kebijakan

strategis perencanaan dan pengelolaan budaya.
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Hasil Diskusi:
Makalah tidak dipresentasikan karena pembicara berhalangan hadir.

Dr. Ir. Iman Ernawi, M.Arch. (Dirjen Penataan Ruang Dep. PU) diwakilkan
kepada Agus Sutanto (Ka. Subdit Lintas Sektoral Dept. PU): Konsep
Tata Ruang ber- BCB

Hasil Diskusi:

Kawasan berbenda cagar budaya sebagai aset bernilai tinggi di mana di
dalamnya terdapat elemen-elemen pembentuknya seperti bangunan, ruang
terbuka, beserta infrastrukturnya yang secara keseluruhan menjadi satu
kesatuan identitas dan menunjukkan karakter tertentu yang perlu tetap di-
jaga dan dipelihara, hal ini menjadi karakter ruang potensial dari sisi eko-
nomi. Untuk mengembangkan kembali kawasan berbenda cagar udaya yang
kualitas ruangnya mulai menurun dapat dilakukan dengan langkah-langkah
seperti revitalisasi dan konservasi. Sebagai contoh adalah Kawasan Candi
Borobudur dan Benteng Vastenburg, yang dapat dijadikan sebagai contoh
dalam pengaturan penataan ruang, di mana prinsip-prinsip realistis, parti-

sipatif, dan multi disiplin dapat diterapkan dalam penataan ruang tersebut.

Ir. Arya Abieta (Tkatan Arsitek Indonesia): Tinjauan Konservasi Arsitektur
Bangunan Bataviasche Kuntskring

Hasil Diskusi:

Konservasibangunan gedung dalam satu kawasan kota lama menggunakan
prinsip-prinsip yaitu maximum retention, Sensitive restoration, careful repair, dan
minimum intervention. Upaya konservasi bangunan ini melalui berbagai
tahap mulai dari perencanaan, inventarisasi pembagian bangunan, rehabi-
litasi, rekonstruksi, sampai dengan restorasi elemen bangunan. Selain itu,
juga dilakukan penelitian dan analisis untuk menentukan konservasi ba-
ngunan tersebut. Sebagai contoh kasus di Kota Lama Jakarta. Pembuatan
under pass di dekat Stasiun Kota menyebabkan penurunan tanah, sehingga
bangunan-bangunan lama di sekitarnya mengalami kerusakan. Permasa-
lahan ini sudah disampaikan juga ke Dewan Pertimbangan Pemugaran,
IAI, dan Bank Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
restorasi tersebut. Konservasi arsitektur bangunan Bataviasche Kuntskring

yang dijadikan contoh kasus utama mencoba menerapkan berbagai berbagai
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tahapan konservasi, seperti mempertahankan karakter bangunan dan ke-
aslian bahan konstruksi. Selain itu, faktor keamanan juga perlu diutamakan.
Hasil konservasi bangunan ini dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan
komersial, tetapi dengan mempertahankan aspek pelestarian dari bangunan

tersebut.

Dr. Ir. Sugiarta Wirasantosa, M.Sc. (Kepala Pusat Riset Wilayah Laut dan
Sumberdaya Non Hayati — DKP), Nia Naelul, dan Ira Dilenia: Pengelolaan
Situs Dan Temuan Bawah Air

Hasil Diskusi:

Pengelolaan temuan dan situs bawah air harus dilakukan secara menyeluruh
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penanganan temuan, sampai
dengan pemanfaatannya. Setiap kegiatan eksplorasi harus diawali dengan
kajian arsip dan dokumen yang akurat agar hasilnya optimal. Selanjutnya
perlu dilakukan penetapan temuan dan situs bawah air sebagai benda cagar
budaya atau sebagai benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam
(BMKT), sehingga perlindungan dan pemanfaatannya dapat berjalan secara

sinergis.

Drs. Surya Helmi (Direktur Peninggalan Bawah Air — Ditjen Sepur): Kebi-
jakan pengelolaan arkeologi bawah air di Indonesia dan permasalahannya
Hasil Diskusi:

Peninggalan arkeologi bawah air merupakan aset budaya bangsa yang perlu
dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara terpadu dan berkesi-
nambungan, agar dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat luas.
Untuk itu maka perlu regulasi yang tepat guna dan aplikatif agar keberada-
annya tetap lestari sebagai warisan budaya bangsa. Pemerintah sebagai fasi-
litator telah membuat berbagai kebijakan teknis berkenaan dengan prosedur
penanganan peninggalan bawah air dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan.
Pada masa yang akan datang perlu ditingkatkan jejaring (networking) antara
pemerintah dan pemangku kepentingan, serta perlu segera dilakukan pene-
tapan zonasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan
bawah air di Indonesia agar pengelolaan peninggalan arkeologi bawah air

dapat berjalan dengan opsmal.
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10.

11.

Dra. Intan Mardiana, M.Hum. (Direktur Museum — Ditjen Sepur): Kebijak-
an Pengelolaan dan Pengembangan museum

Hasil Diskusi:

Di Indonesia terdapat lebih dari 200 museum yang masing-masing mempu-
nyai berbagai permasalahan, terutama setelah muncul otonomi daerah.
Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul Direktorat Museum telah
menyusun sejumlah kebijaksanaan. Dalam diskusi terlihat betapa pelik ma-
salah yang dihadapi oleh museum. Salah satunya adalah belum adanya pe-
doman standar pengelolaan museum yang bisa dijadikan pegangan. Pada
kenyataannya di Indonesia belum ada museum yang mempunyai standar
internasional. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk segera dibuat, tidak
hanya pedoman pengelolaan museum, tetapi juga sze museum sebagai mas-

ter piece museum standar.

M. Bundhowi (Museum Rudana): Renungan tentang Permuseuman:
Memandang Sebuah Paradigma untuk Kita Semua

Hasil Diskusi:

Museum-museum di Indonesia umumnya kondisinya memprihatinkan,
banyak koleksinya yang tici»k terawat dan tampaknya tidak ada perkembang-
an yang berarti selama sa‘n dasa warsa terakhir. Di samping itu, customer
service dari hampir semu. museum tersebut masih sangat rendah. Oleh
karena :tu, ada tiga hal yang dapatdilakukan, yaitu meningkatkan pelayanan
masyarakat, membina kemitraan dengan berbagai organisasi, dan program
penjangkauan yang inovatif.

Dr. Harry Widianto (Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Sangiran): Penge-
lolaan Situs Sangiran: Menuju Konsep Pengembangan secara Komprehen-
sif dan Terpadu.

Hasil Diskusi:

Situs Sangiran telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala sebagai sebuah pusat informasi
tentang evolusi manusia, budaya, dan lingkungannya. Empat lokasi di si-
tus in1 akan dikembangkan. Klaster Krikilan menyajikan evolusi manusia
secara menyeluruh dalam kaitan evolusi budaya dan lingkungannya. Sebuah

museum modern akan didirikan di klaster im. Klaster Ngebung menyajikan
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12.

13.

informasi mengenai penemuan situs. Klaster Bukuran menyajikan informasi
fosil-fosil manusia. Klaster Dayu menyajikan informasi penelitian mutakhir.
Seluruh implementasi dari pengembangan situs Sangiran ini dilakukan me-
nurut konsep yang komprehensif dan terpadu seperti yang diamanatkan
dalam masterplan dan detail engineering design dengan melibatkan pemangku
kepentingan.

Drs. Untung Wiyono (Bupau Sragen) dan Hari Kuntjoro: Kebijakan dan
Pengelolaan Situs Sangiran.

Hasil Diskusi:

Kebijakan dan pelestarian situs Sangiran bersifat internal dan eksternal.
Kebijakan internal antara lain usaha mengatasi terjadinya penjualan fosil
secara ilegal, kerja sama dengan pihak berwajib untuk mengamankan fosil
temuan, penciptaan pekerjaan alternatif bagi masyarakat setempat, dan
penyuluhan masyarakat tentang arti penting keberadaan situs. Kebijakan
eksternal berkaitan dengan keberadaan Situs Sangiran yang tidak hanya
menjadi milik Sragen namun juga menjadi milik masyarakat umum. Upaya
pelestarian dan pengembangan Situs Sangiran telah dilakukan oleh Kabu-
paten Sragen bersama dengan pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Tengah
sejak tahun 2002 sampai saat ini dengan selalu menyediakan anggaran bagi

pembangunan Sangiran.

Ir. Joko Widodo (Walikota Solo) dan Sti Suharyati : Pengelolaan Situs Kota
Solo

Hasil Diskusi:

Visi Solo ke depan adalah Solo tempo dulu. Visi ini coba diwujudkan dengan
berbagai perangkat perundangan dan kegiatan nyata. Walikota telah mene-
tapkan SK Whalikota 1997 tentang penetapan kota kuno monumen dan
bangunan. Langkah pengelolaan kota ini antara lain dengan melakukan
revitalisasi kawasan herztage, revisi pasar tradisional, Solo kota keroncong,
Solo batik carnaval, penggunaan aksara Jawa, menjadi anggota wor/d herit-
age cities organisation, dan sebagainya. Contoh keberhasilan pengelolaan Kota
Solo adalah sampai dengan 2006 Solo dikenal sebagai belantara pedagang
kaki lima. Sekitar 6.000 pedagang kaki lima yang dulu tidak tertata pada

tahun 2008 ini sudah tertata rapi. Revisi pasar tradisional juga terus
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dilakukan misalnya Pasar Gede Hardjonagoro dan Pasar Kembang

Rumusan PIA XI

1.

to

Manajemen sumber daya budaya merupakan kebutuhan yang amat
dirasakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun arkeologi dalam rangka
pelestarian sumber daya budaya.

Pengembangan manajemen sumber daya budaya dalam bidang arkeologi
perlu dilakukan sejalan, bersama, dan setara dengan pengembangan di
bidang arkeologi yang bersifat akademik.

Dalam pengembangan dan pelaksanaan manajemen sumber daya budaya
diperlukan kerja sama berbagai pihak secara sinergis.

Dalam pengembangan manajemen sumber daya budaya harus tetap

dikedepankan prinsip-prinsip pelestarian yang didasari pada ketentuan
hukum dan etika.
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Konsep Wanisan Budaya Lokal, Nasional, dan Internasional

KONSEP WARISAN BUDAYA LOKAL,
NASIONAL, DAN INTERNASIONAL

Edi Sedyawati

Konsep Warisan Budaya

“Warisan budaya” adalah segala hasil kegiatan budaya yang diakui sebagai
milik bersama oleh suatu bangsa atau suku bangsa, yang dengan demikian juga
seringkali didudukkan sebagai salah satu penanda bagi jatidiri bangsa atau suku
bangsa bersangkutan. Tidak jarang pula terdapat suatu hasil budaya yang me-
rupakan warisan bersama dari dua atau lebih bangsa/suku bangsa, sebagai
akibat dari persentuhan dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa tersebut.
Terjadinya persamaan warisan budaya itu dapat disebabkan oleh: (a) kegiatan
migrasi suatu kelompok etnik dalam jumlah banyak ke daerah lain diluar daerah
asalnya, baik di dalam satu negara maupun melampaui batas-batas negara; dan
(b) proses saling pengaruh antarbangsa, tanpa migrasi, yang dapat terjadi dalam
jangka waktu panjang sehingga terjadi ‘peminjaman’ unsur-unsur budaya secara
substansial, baik satu arah maupun dua arah.

Warisan budaya juga dapat dipilah atas yang fangible (= benda yang dapat
dipegang / disentuh) dan yang intangible (=takbenda, tak dapat disentuh, dan
ini dipilah pula antara yang abstrak dan yang konkret dalam art1 dapat dicerap
oleh panca-indera). Walau ada pemilahan demikian, adaklah berarti bahwa yang
tangible itu tidak terkait pula dengan konsep-konsep maupun proses-proses
kerja yang intangible. Pada dasarnya benda apa pun yang dibuat atau diambil
dari alam dan digunakan oleh manusia tentulah mengandungkonsep, setidaknya
mengenai nama dan kegunaan darinya.

Upaya di bidang arkeologi, baik dalam bidang peneliian maupun konser-
vasi, hanya berkenaan dengan warisan budaya yang fangible. Namun, itu tidak

harus berarti bahwa aspek-aspek budaya intangible yang terkandung atau tersirat



Edi Sedyawati

di dalamnya tidak pula menjadi perhatian. Interpretasi mengenai makna, fungsi,
dan kegunaan suatu benda temuan arkeologi hampir selalu merupakan obsesi
para ahli arkeologi.

Warisan budaya yang sepenuhnya intangible seringkali dianggap bukan
urusan arkeologi. Anggapan semacam ini tentu tidaklah sepenuhnya benar,
karena informasi mengenai yang infangible dari masa lalu itu dapat diperoleh
melalui benda-benda dan masa lalu, khususnya benda-benda yang mengandung
pengambaran (visual) mengenai peri kehidupan di masa lalu, seperti halnya
yang dapat ditafsirkan dari relief-relief candi. Di samping itu benda-benda
yang mengandung tulisan, baik prasasti maupun naskah, melalui paparan
kebahasaan yang dikandungnya dapatmemberikan berbagai informasi mengenai
aspek-aspek budaya takbenda yang terdapat pada zamannya. Sudah tentu proses
pemahamannya mestilah dengan penguasaan sistem aksara dan sistem bahasa
yang digunakan pada artefak berupa prasasti maupun naskah itu. Kajian
arkeologi terhadap artefak-artefak dapat pula mengarah kepada rekonstruksi
teknologi, suatu aspek budaya yang bersifat takbenda pula.

Warisan budaya pun dapat dipilah atas dasar asal zamannya: zaman itu
dapat amat jauh di masa lalu, seperti masa-masa prasejarah, yang mempunyai
kemungkinan besar sudah terputus kontinuitasnya dengan masa kini, dapat
juga yang “baru kemarin” dan masih relevan dengan kehidupan masa kini.
Pertanyaan yang segera perlu dijawab adalah, apakah sesuatu hasil budaya itu
baru dapat disebut “warisan budaya” jika i1a telah mentradisi? Kiranya
‘persyaratan’ bahwa sesuatu dapat disebut “warisan budaya” apabila telah
menjadi, atau diterima di dalam, tradisi itu dapat diabaikan. Karya-karya budaya
non-tradisional pun kalau dapat diterima sebagai karya kebanggaan bangsa
tentulah dapat disebut “warisan budaya bangsa”. Contoh yang dapat disebutkan
di sini, untuk Indonesia, adalah misalnya karya-karya lukisan Affandi, rumus
yang ditemukan oleh Ir. Sutami di bidang teknik sipil, rumus yang ditemukan
B.J. Habibie di bidang teknologi penerbangan, karya-karya musik Ismail
Marzuki, karya-karya tari Bagong Kussudiardjo, tugu Monas, bendera pusaka
Sang Merah Putih, karya-karya sastra Sutan Takdir Alisjahbana, Chairil Anwar,
dan lain-lain, disain-disain batik Iwan Tirta, dan seterusnya, semua itu adalah
warisan budaya bangsa juga.

Persyaratan bagi suatu warisan budaya bangsa adalah: kebermaknaan se-

bagai pencapaian yang berarti dalam sejarah kebudayaan bangsa, keunggulan



Konsep Warisan Budaya Lokal, Nasional, dan Intemasional

mutunya, serta pengakuan nasional terhadapnya, walaupun dapat menjadi
kancah budaya yang melahirkannya terbatas pada suatu kalangan kelompok
etnik tertentu. Khasanah budaya etnik yang telah mendapat pengakuan luas di
kalangan bangsa Indonesia secara umum dapat dicontohkan oleh misalnya:
masakan Padang, sulam Tasikmalaya dan Gorontalo, batik berbagai daerah
dengan ciri khasnya masing-masing, pantun-pantun Melayu, tari-tarian Aceh

dan Bali, dan lain-lain.

Lokal, Nasional, dan Internasional

Pembedaan cakupan, antara yang lokal, nasional, dan internasional, pada
dasarnya berkaitan dengan “asal-usul” dan “kepemilikan”, yang masing-masing
dapat memiliki riwayatnya yang terpisah. Indikasi“lokal”, yang digunakan untuk
merujuk kebudayaan-kebudayaan sub-nasional, atau suku bangsa, di Indone-
sia seperti Aceh, Batak, Minang, Sunda, Jawa, Bali, dan seterusnya, sebenarnya
dapat menyesatkan, karena meskipun benar bahwa tempat asal suatu kebuda-
yaan suku bangsa tertentu memang seringkali dapat menunjuk pada wilayah
tertentu, namun sebaran hunian khalayak suku-suku bangsa tersebut di masa
kint dapat tersebar di berbagai daerah. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa
orang Bugis mempunyai koloni-koloni yang tersebar di banyak daerah. D1
masing-masing koloniitu, seperti di Wera, Sape, Donggala, dan lain-lain, orang
Bugis tetap mengembangkan fokus budayanya, yaitu perkapalan, pelayaran,
kenelayanan, dan atau perdagangan. Dengan demikian maka kebudayaan Bugis
tidak dapat begitu saja dianggap hanya ‘milik’ satu provinsi, misalnya Sulawesi
Selatan, atau Sulawesi Tengah.

Berbeda dengan warisan budaya takbenda yang senantiasa terbawa serta
bersama manusia-manusia pendukungnya, di mana pun mereka berada, maka
warisan budaya yang berupa benda konkret yang dapat disentuh, apalagi yang
bersifat “tak bergerak” seperti aneka macam lingkungan binaan, sudah tentu
ada di suatu tempat tertentu. Artinya, lokalitasnya harfiah dan nyata. Dengan
kata lain dapat dikatakan bahwa suatu Benda Cagar Budaya tertentu (khususnya
yang tak bergerak) letaknya dapat dikatakan ada di kecamatan, kabupaten atau
provinsi tertentu. Akan tetapi pada siapakah terletak tanggung-jawab untuk
perlindungan dan perawatannya, serta pada pthak manakah terletak hak untuk
pemanfaatannya? D1 sinilah segera terlihat kebutuhan untuk adanya kejelasan

jawabannya. Yang jelas Republik Indonesia dewasa ini mempunyai beberapa
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situs yang telah terdaftar sebagai World Heritage. Yang sudah masuk ke dalam
daftar World Cultural Heritage adalah situs-situs arkeologi semuanya, yaitu candi
Barabudur, candi Prambanan, dan situs manusia purba Sangiran. Untuk BCB
selebithnya pendaftaran yang telah dilakukan hendaknya diberi status yang jelas:
National Heritage-kah? Dan selanjutnya perlu difikirkan apakah di samping Daftar
Nasional seperti itu perlu pula ada daftar BCB Provinsi, misalnya. Kesulitannya
terletak pada penentuan kriteria pembedanya. Saya sendiri cenderung untuk
menyarankan agar hanya ada satu daftar, yaitu Daftar Nasional dari semua
BCB di negara ini, yang penanganan perlindungan dan perawatannya harus
menggunakan standar mutu yang sama, yang dapat dipertanggung-jawabkan
secara ilmiah. Untuk menjaga standar mutu itu diperlukan koordinasi nasional
yang ketat. Adapun pemanfaatannya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah,
namun tetap dengan menggunakan kaidah-kaidah umum nasional yang harus
berwawasan pelestarian. Dengan demikian maka lokalitas warisan-warisan
budaya yang fangible itu hanya berkaitan dengan posisi geografis, dan tidak
berkaitan sepenuhnya dengan kepemilikan.

Adapun yang disebut sebagai “warisan budaya dunia/internasional” adalah
yang diterima, diakui, dan didaftar dalam suatu daftar ‘internasional’, khususnya
di bawah pengelolaan badan dunia UNESCO, yang kini telah mempunyai
sejumlah daftar khasanah budaya dunia seperti:

World Cultural Heritage

Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of the World

Memory of the World (documentary heritage)

Untuk golongan pertama telah disebutkan di depan tiga situs arkeologi
Indonesia yang masuk ke dalamnya. Program World Cultural Heritage ini
berdampingan dengan Wor/d Natural Heritage (ke dalam mana Indonesia telah
memasukkan Taman Nasional Ujung Kulon, dan Pulau Komodo). Sebagai
perpaduan darinya terdapat “combined world cultural and natural beritage” atau dapat
dilihat juga sebagai “c#ltural landscape”, untuk mana proses pengusulan sedang
berjalan untuk Tanah Toraja dan persawahan Jatiluwih di Bali. Untuk golongan
kedua, yaitu “masterpieces of the oral and intangible beritage”, Indonesia telah berhasil
memasukkan ke dalam daftar ‘dunia’ itu seni wayang dan seni (ilmu) keris.
Adapun untuk golongan ketiga, yaitu “memorry of the world’, pada tahun ini

Indonesia telah berhasil memasukkan naskah Ndgarakrtdgama. Adapun
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keistimewaan yang mendasari pengusulan kitab &skawin tersebut adalah: (a)
karya sastra ini berbentuk puisi namun isinya cacatan historis; (b) peristiwa-
peristiwa yang diceritakan terjadi pada masa hidup sang pujangga; dan dapat
pula ditambahkan: (c) karya sastra ini sudah memuat penegasan mengenai iden-
tifikasi ke-Siwa-an dan ke-Buddha-an; dan (d) tempat-tempat yang disebutkan
dalam karya ini pada umumnya masih dapat dilacak dan diidentifikasi dengan
tempat-tempat yang kini masih dikenal.

Documentary heritage berupa naskah ini pada dasarnya adalah artefak
arkeologi juga, meski studi keseluruhannya dalam aspek codex maupun teksnya
adalah pokok kajian filologi.

Warisan Budaya dan Hak Kekayaan Intelektual

Suatu pasal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu khususnya Pasal 10, dapat diangap terkait
dengan apa yang disebut “warisan budaya” itu. Pasal 10 dengan 4 ayatnya
berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10:

Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah,
dan benda budaya nasional lainnya.

Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat
yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda,
babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni
lainnya.

Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat
(2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu men-
dapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Peme-
rintah.

Dalam aspek perlindungan kekayaan intelektual ini disebutkan bahwa segala

upaya penggandaan, misalnya membuat replika atau memotret candi, perlu
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lebth dahulu mendapat izin, sudah tentu dari “pihak yang berwenang”. Di
dalam benda-benda peninggalan purbakala yang merupakan hasil karya manusia
sebenarnya terkandung dua macam aspek budaya yang hendak dilindungi
(terhadap kesewenang-wenangan penggunaan), yaitu Pengetahuan Tradisional
(= Traditional Knowledge, TK) dan Ekspresi Budaya Tradisional/Ekspresi Folklor
(= Traditional Cultural Expression, TCE; Expression of Folklore, EF). Perlindungan
terhadap kedua jenis warisan budaya ini pada umumnya dibahas bersamaan,
atau dalam satu forum, dengan perlindungan Sumberdaya Hayati (= Genetic
Resource, GR). Dalam banyak contoh ketiganya memang saling terkait.

Demikianlah catatan singkat tentang warisan budaya, yang di Indonesia
mempunyai kerumitannya tersendiri terkait dengan bentangan zaman-zaman
budaya serta keaneka-ragaman etnik yang terdapat di sini.

Adanya permasalahan shared heritage 1tu saya kemukakan dalam sidang
WIPO di Geneva 2005 (6-10 Juni, sidang IGC tentang GRTKEF), dan pena-
nganannya hendaknya diatur antara negara-negara yang berkepentingan lang-
sung, dan tidak perlu bergantung pada atau menunggu adanya international le-
gally binding instrument yang akan mengatur segala hubungan pemanfaatan antar-
budaya. Pelacakan telah dilakukan oleh Hadi Sidomulyo dan hasilnya telah
diterbitkan (2007).

Di sini terdapat urgensi untuk mendefinisikan “benda budaya nasional”
itu. Dalam kesempatan lain pernah saya bertkan kritik atas sistematika yang
agak kacau di sini, khususnya disebutnya “koreografi” dan “tarian” yang
sebenarnya tak ada bedanya, juga disebutnya “lagu” tetapi idak disebut “musik”.

Keputusan yang kemudian diambil oleh Ditjen HaKI adalah untuk
menyusun suatu undang-undang suZ generss untuk perlindungan Pengetahuan
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan bukan menyusun Peraturan
Pemerintah di bawah UU No. 19 Th. 2002 ini.
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KONSEP CULTURAL RESOURCE

MANAGEMENT
DAN KEGIATAN PELESTARIAN ARKEOLOGI DI INDONESIA'

Mundardjito?

Pengantar

Makalah singkat ini ditulis atas permintaan panitia penyelenggara perte-
muan yang dianggapnya penting untuk dikemukakan dan didiskusikan dalam
Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-11. Dalam tulisan in1 hanya dikemukakan con-
toh dari Amerika Serikat, tempat asal di mana istilah dan pengertian Cultural
Resource Management (CRM) diciptakan. Bagaimana perkembangan CRM di
beberapa negara lain tidak akan dibicarakan di sini.

Dalam makalah ini dikemukakan keprihatinan para arkeolog di Amerika
Serikat atas pengrusakan situs-situs arkeologi yang berlangsung terus-menerus
oleh kegiatan pembangunan fisik,seperti yang kasusnya juga sudah lama terjadi
berulang kali di negara kita hingga sekarang. D1 sini diutarakan pula kritik-
kritik yang dilancarkan oleh arkeolog-arkeolog di Amerika Serikat terhadap
pelaksanaan salvage archaeology, yaitu suatu pendekatan pelestarian yang umum
digunakan sebelum CRM.

Konsep CRM yang amat luas menyebabkan makalah ini terpaksa mem-
batasi pembicaraan dengan lebih menekankan dari sudut pandang arkeologi.
Makalah ini tidak lain hanya merupakan pembuka diskusi sebagaimana diha-
rapkan panitia penyelenggara untuk sama-sama dipikirkan cara yang terbaik
bagi kita sekarang dalam melaksanakan pelestarian situs-situs arkeologi di In-
donesia.

' Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI tanggal 13-16 Juni 2008
di Solo, Jawa Tengah.

? Pengajar di Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas
Indonesia, Depok.
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Keprihatinan dan Kritik

Dalam awal 1970-an CRM lahir di Amerika Serikat sebagai akibat dari
keprihatinan para arkeolog terhadap perusakan yang berlangsung terus-menerus
atas situs-situs arkeologi oleh kegiatan pembangunan fisik berskala besar seperti:
pembuatan waduk, jalan raya, pertanian, dan kompleks perumahan. Kebanyakan
pembangunan fisik seperti itu didanai atau disponsori oleh pemerintah pusat/
federal (Davis 1972). Sekitar tahun 1950-an banyak proyek-proyek berskala
besar dijalankan oleh pemerintah pusat, terutama berkenaan dengan program
pembangunan waduk-waduk raksasa dilembah-lembah sungai (Jennings 1985).
Reaksi atas perusakan situs-situs arkeologi itu datang dari para arkeolog, yang
melakukan pekerjaan salvage archaeology atau rescue/ emergency archaeology, dengan
fokus perhatiannya pada penyelamatan data arkeologi dan tinggalan arkeologi
melalui metode penggalian cepat (rapid excavation) di situs-situs yang akan dirusak
atau dihancurkan oleh proyek-proyek konstruksi modern. Mereka hanya mam-
pu mengamankan sebagian dari situs dan sebagian tinggalan arkeologi alih-
alih dihancurkan tanpa perekaman data apa pun (Brew 1961).

Keprihatinan kedua berkenaan dengan ketidakpuasan para arkeolog ter-
hadap pendekatan salvage/ rescue/ emergency archaelogy, yang seringkali dalam proses
ekskavasinya tidak ditkuti dengan deskripsi, analisis, dan sintesis yang cukup.
Dalam kenyataannya bahkan banyak temuan arkeologi dan rekaman data dari
kegiatan-kegiatan tersebut kurang dipelihara setelah berakhirnya kegiatan eks-
kavasi di situs-situs itu. Perhatian sedikit diberikan kepada pemeliharaan dan
perawatan temuan artefak yang sudah dengan susah payah ditemukan dan dise-
lamatkan. Agaknya kegagalan mendasar dari pendekataan Ja/uage/ rescue/ emer-
gency archaelogy adalah ketidakmampuan arkeolog memodifikasi rencana kegiatan
pembangunan fisik agar situs-situs dapat dilindungi, bukan dihancurkan.

Sebagai reaksi atas banyaknya situs arkeologi yang dirusak oleh pemba-
ngunan fisik, dibentuklah pada tahun 1945 Committee for the Recovery of Archaeo-
logical Remains, yang anggotanya antara lain berasal dari beberapa organisasi
seperti Soczety for American Archaeology (SOA), dan Amerzcan Anthropological Asso-
cration (AAA), serta tokoh-tokoh seperti John A. Brew dari Peabody Museum,
dan Alfred V. Kidder dari Carnegie Institute of Washington. Setelah komite
itu dibentuk, barulah salvage archaeology dilaksanakan melalui program-program
River Basin Surveys pada tahun 1947. Tujuannya ialah untuk menyelamatkan

situs-situs arkeologi di Amerika Serikat yang berada di wilayah-wilayah lembah
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sungail. Urgensi dan antusiasme semacam itu telah meningkatkan kesadaran
paraarkeolog, bahkan kemudian banyak kalangan menghargai keahlian arkeolog
yang mampu mengorganisir pekerjaan yang luas dan kompleks itu. Informasi
hasil penelitian (dan bukan hanya sekadar artefak) harus dipreservasi bukan
melalui ekskavasi semata, tetapi juga lewat penerbitan.

Program-program penyelamatan dilakukan juga dalam kaitannya dengan
situs-situs arkeologi yang terancam oleh kegiatan pembangunan jalan-jalan raya
lintas antarnegara bagian yang dilaksanakan oleh departemen transportasi.
Terbitnya peraturan jalan raya, yaitu Federal Aid Highway Act tahun 1956, me-
mungkinkan program sa/vage archaeolggy dapat dilaksanakan denganlebih mantap,
meskipun dalam pendanaannya masih bersifat sukarela, dan partisipasinya juga
bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Dalam masa 1956—
1969, program penyelamatan arkeologi untuk proyek konstruksi jalan raya
misalnya, hanya ditkuti oleh 21 pemerintahan negara bagian. Perlu kiranya di-
kemukakan di sini bahwa lahirnya Federa/ Aid Highway Act ini didorong oleh
reaksi keras dari Fred Wendorf (arkeolog yang bekerja di New Mexico), yang
banyak menyaksikan proyek pembangunan jalan raya yang menghancurkan
situs-situs arkeologi.

Kritik terhadap salvage archaeology didasarkan atas hal-hal sebagai berikut.
Kntik pertama berkenaan dengan ketersediaan waktu. Pekerjaan penyelamatan
selalu bersifat mendesak dan darurat, karena pelaksanaan pembangunan selalu
berjadwal ketat. Akibatnya para arkeolog tidak memiliki waktu cukup untuk
melakukan kewajibannya dengan baik, dan implikasinya adalah menurunnya
mutu pekerjaan arkeologi. Lain halnya jika disediakan alokasi waktu yang
memadai, sehinggga arkeolog dapat merencanakan sa/vage archaeology dengan
tenang dan baik, serta melaksanakan kegiatannya jauh sebelum situs-situs
arkeologi akan dirusak oleh pembangunan besar-besaran. Dengan alokasi waktu
vang panjang, kegiatan semacam ini dapat juga didukung oleh sejumlah besar
mahasiswa agar mereka mendapat pengalaman bekerja.

Krnitk kedua mengenai supervisi. Proyek-proyek salvage archaeology tidak
dapat disupervisi sesuai dengan standar, karena pekerjaan ini menggunakan
jumlah tenaga kerja yang besar. Oleh sebab itu diperlukan arkeolog yang me-
miliki kemampuan manajerial yang memadai dalam menjalankan tugas penga-
wasan dan pengendaliannya. Dalam kenyataannya rasio antara jumlah pengawas

dan jumlah tenaga kerja lapangan sering tidak tepat. Selain itu, dalam menangani
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pekerjaan in1 penelit senior yang berkemampuan amat diperlukan, karena harus
seringkali mengambil keputusan secepat mungkin dengan strategi dan taktik
tepat dalam mengatasi kompleksitas masalah yang seringkali imbul mendadak.
Dalam pada itu hasil salvage archaeology tidak dapat dicek oleh arkeolog lain,
karena situs-situsnya sudah rusak atau teraduk begitu kerja lapangan itu selesai.
Dalam suasana ketergesaan itu para supervisor menjadi bias, terutama ketika
melakukan pengamatan profil-profil stratigrafi. Meskipun para arkeolog yang
bekerja dalam salvage archaeology lebth mempunyai kesempatan untuk mem-
praktekkan keahlian khusus, namun mereka hanya memiliki waktu luang sedikit
untuk mendiskusikan interpretasi atas data lapangan.

Kritik ketiga mengenai landasan teori. Pekerjaan salvage archeology dianggap
tidak dilandasi teori yang sesuai dengan perkembangan ilmu pada waktu itu.
Sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an penelitian arkeologi didominasi oleh
aliran sejarah kebudayaan yang mengembangkan antara Jain pendekatan indukaf,
penyusunan kronologi, penerapan hukum superposisi, dan analisis matematik
untuk seriast. Padahal mulai tahun 1960-an paradigma arkeologi yang berkem-
bang memberi fokus pada upaya menjelaskan proses perubahan budaya. Untuk
mengetahui sebab, arah, kecepatan, dan proses-proses perubahan budaya
diperlukan data arkeologi yang tidak mungkin dapat dilakukan melalui sa/vage
arkeologr. Kritik juga dilancarkan berkenaan juga dengan pendanaan. Dana untuk
salvage archeology jumlahnya makin besar, karena dalam tahun 1960-an misalnya
National Park Service mendanai proyek-proyek salvage archaeology setidaknya dua
kali lebih besar daripada National Science Foundation yang membiayai proyek-

proyek penelitian arkeologi murni.

Cultural Resource Management

Istilah Cultural Resource Management pertama kali dimunculkan sekitar 34
tahun yang lalu di Amerika Serikat, ketika para ahli yang aktif menanganipreser-
vasi situs-situs arkeologi berkumpul dalam satu pertemuan, yaitu Cultural Re-
source Management Conference, pada tahun 1974 di Denver, Colorado (Lipe &
Lindsay 1974). Dalam konferensi inilah untuk pertama kali frasa culture resource’

digabungkan dengan kata management. Dalam konferensi itu para ahli arkeologi
*  Perlu dikemukakan di sini bahwa istilah culture resource kali pertama diperkenalkan dalam

tahun 1971/72 oleh Don D. Fowler (1982:1) kepada para ahli yang terlibat di Nasional
Park Service, Amerika Senkat.
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menyadari sepenuhnya bahwa cakupan pokok garapan dalam CRM amat luas
dan perlu manajemen yang profesional. CRM merupakan satu pendekatan
kontemporer untuk kegiatan preservasi, perlindungan, dan manajemen sumber
daya arkeologi serta sumber daya lain. Obyek yang termasuk CRM tidak hanya
berkenaan dengan situs arkeologi, tetapijuga bangunan dan kawasan bersejarah,
arsitektur, kesenian, pertukangan, pranata sosial, sistem kepercayaan, kebiasaan
masyarakat, integritas kelompok sosial, dll. Kesemua aspek itu dimuat dalam
National Environmental Policy Act 1969 (NEPA)*, dan Historic Preservation Law
(McGimsey & Davis 1977:27). Pada hakikatnya cakupan CRM amat luas, baik
dilihat dari segi objeknya (tipe-tipe resource-nya) maupun keragaman disiplin

ilmu yang berperan.

Identifikasi dan Evaluasi

Berdasarkan sumber daya arkeologi, setidaknya ada tiga aspek penting
dalam CRM yang harus diperhatikan: identifikasi dan evaluasi sumber daya
budaya; penanganan sumber daya; dan manajemen sumber daya jangka panjang.
Ada sumber daya arkeologi yang tidak mudah atau sukar untuk ditemukan,
baik karena gejala keberadaannya tidak terlihat akibat tingginya tingkat pela-
pukan, dan benda arkeologi itu dibuat dan bahan organik. Kesulitan meng-
identifikasi sumber daya arkeologi di lapangan tidak hanya terkait dengan tingkat
keterawatannya, tetapi juga keletakannya yang berada jauh di daerah pedalaman
yang penuh dengan vegetasi. Tentu akanlebihmudah jika sumber daya arkeologi
itu berada di permukaan tanah dan twjud inggalannya berupa bangunan. Untuk
mengidentfikasi sumber daya arkeologi diperlukan tenaga dan dana yang relatif
besar (labour intensive) jika dibandingkan dengan mengidentifikasi sumber daya
jenis lain, karena pada umumnya situs-situs arkeologi berada di bawah permu-
kaan tanah dan di bawah permukaan air® (laut, sungai, danau, rawa). Evaluasi
atas hasil pengamatan dilapangan menjadidasar pertimbangan untuk menen-
tukan apakah suatu situs itu mermuliki signifikansi yang patut dipertimbangkan

untuk dipreservasi. Arkeolog harus mengukur potensi situs yang dipelajarinya

* NEPA 1969 ini kemudian ditandatangani sebagai undang-undang oleh Presiden Rich-
ard Nixon pada 1 Januari 1970, tetapi judul resminya tetap seperti semula: Nasional
Environmental Policy Act of 1969.

Biaya operasional ekskavasi marine archaeology jumlahnya puluhan kali lebih besar daripada
terrestrial archaeology.

1
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agar masa lalu dari masyarakat manusia yang tinggal di tempat itu dapat diung-
kapkan.

Sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan CRM di
AmerikaSerikat, penentuan signifikansi situs oleh para arkeolog menjadi dasar
bagi pencantuman situs tersebut dalam daftar nasional tempat-tempat bersejarah
(INational Register of Historic Places®) untuk dipertimbangkan sebagai situs yang
harus dilestarikan. Ini berarti bahwa penentuan signifikansi situs harus

didasarkan atas penelitian yang ilmiah dengan pertimbangan yang matang,

Penanganan

Setelah diidentifikasi dan dinilai penting untuk ditangani lebih lanjut, arke-
olog harus memutuskan jenis penanganan macam apa yang akan dilakukan.
Seringkali suatu proyek pembangunan tidak merusak seluruh situs. Dalam hal
demikian, pada bagian situs yang akan dirusak, perlu segera diekskavasi dan
dikumpulkan datanya sebelum situs itu dirusak oleh pembangunan fisik. Semen-
tara itu pada bagian situs yang tidak akan dirusak diperlukan tindakan peng-
amanan n Siu.

Bilamana jenis penangannya telah ditentukan, badan pelaksana pemba-
ngunan/pengelola harus menentukan cara mencegah kemungkinan gangguan
yang akan terjadi kemudian, seperti erosi, longsor, naiknya permukaan air tanah,
dan lain sebagainya, yang memerlukan stabilitasi situs. Dalam hal sebagian si-

tus itu dipreservasi, maka harus dapat dimanfaatkan untuk memberi penjelasan

kepada publik.

Manajemen Jangka Panjang

Dalam pelaksanaan CRM diperlukan pengelolaan situs dalam waktu yang
relatf lama. Badan pelaksana/pengelola yang kewenangannya mengelola lahan,
perlu melaksanakan manajemen jangka panjang dalam hal: (1) menyelengga-
rakan program mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber daya arkeologi di
lahan yang menjadi tenggung jawabnya; (2) melakukan penanganan éx stz sesuai
dengan jenis temuan dan kondisi di lapangan; (3) memelihara atau merawat
temuan arkeologi beserta datanya, dan laporan yang telah dibuat.

Bagi badan pelaksana yang tidak bertugas mengelola lahan, maka tidak

¢ Lihat National Historic Preservation Act of 1966 (NHPA) Section 107 yang kemudian
diamandemen tahun 2000.
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perlu diselenggarakan program identifikasi dan evaluasi. Demikian juga pena-
nganan #n sitx tidak perlu dijalankan. Akan tetapi, badan tersebut tetap harus
melakukan pemeliharaan atau perawatan, baik temuan arkeologi dan dat:.nya,

maupun laporan yang telah dibuat.

Dukungan Perundang-undangan

Salah satu hasil penting dari isyu-isyu lingkungan yang berkembang pada

akhir tahun 1960-an dan 1970-an adalah diberlakukannya peraturan perundang-
undangan untuk melindungi aspek penting dari lingkungan budaya dan ling-
kungan alam. Di antaranya yang terpenting ialah National Historic Preservation
Acet 1966 NHPA) dan National Environmental Policy Act 1969 INEPA)’. Keduanya
berpengaruh besar dalam perkembangan CRM di Amerika Serikat. Ditambah
dengan Excecutive Order 11593, 1971 kesemua perundang-undangan tersebut
memuat pernyataan bahwa pemerintah federal harus mengidentifikasi, meng-
evaluasi, dan melindungisumber daya budaya®. Persyaratan baru dalam kegiatan
pemerintah ini berpengaruh langsung kepada perkembangan CRM, yaitu:

(1) adanya penempatan tenaga arkeolog dalam dinas-dinas federal dan perusa-
haan-perusahaan swasta untuk melakukan pekerjaan arkeologis sesuai de-
ngan peraturan perundang-undangan yang baru;

(2) adanya perhatian yang diberikan kepada sumber daya arkeologi sebagai
bagian dari perencanaan dan proyek-proyek pembangunan fisik secara me-

nyeluruh.

Sejak 1970-an, para arkeolog profesional dipekerjakan di sejumlah sektor
publik dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.’ Fokus kegiatannya
antara lain dalam hal implementasi undang-undang CRM, meregulasi kebijakan,
dan menyusun pedoman-pedoman pelaksanaannya. Timbul kemudian kecen-

derungan untuk merekrut ratusan arkeolog profesional untuk mengisi posisi-

7 Dalam Section 101 butir 4 disebutkan bahwa “preserve important historic, cultural, and natu-

ral aspects of our national heritage, and maintain, wherever possible, an environment which supports
diversity and vartety of individual choice
* Istilah cultural resources tidak digunakan dalam NHPA maupun NEPA. Dalam NHPA
istilahnya ialah béstoric property, sedangkan dalam NEPA ialah hunan environment.
Sebagai contoh pada tahun 1998 para arkeolog di America Serikat yang terlibat dalam
pekerjaan CRM jauh lebih banyak daripada arekologi yang bekerja dalam penelitian
murni (academic research).
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posisi di kantor-kantor dinas di pemerintah pusat, wilayah, lokal, dan perusaha-
an-perusahaan swasta. Keadaan seperti ini telah mendorong terbentuknya suatu
jaringan nasional dari para arkeolog profesional, yang memenubhi syarat untuk
bekerja di sektor pemerintah dan publik. Di setiap negara bagian ada arkeolog
profesional bermutu, yang ditempatkan sebagai staf pada kantor administra-
sinya. Selain itu ada pula program-program yang bertujuan meningkatkan dan
memperbaiki metode-metode managerial dan strategi yang diperlukan untuk

melaksanakan penelitian berskala besar.

Pendekatan Pelestarian di Indonesia

Tindakan perlindungan cagar budaya di negara kita lebih banyak dilaksa-
nakan setelah situs dan tinggalan arkeologinya terancam bahaya, sehingga tidak
ada atau sedikit peluang bagi arkeolog untuk melakukan pengamanan dan pene-
litan. Tetapi banyak pula situs-situs yang tidak sempat diantisipasi sepenuhnya
oleh arkeolog sebelum ada tindakan pengrusakan, seperti: situs Kota Cina di
Sumatera dan situs bukit kerang di pantai timur Aceh, yang dirusak akibat
perluasan penambangan kapur untuk bahan bangunan; situs gua prasejarah di
Bojonegara (Teluk Banten) akibat diambil untuk bahan bangunan landasan
bandar udara; situs gua prasejarah di Sulawsi Selatan dirusak akibat perluasan
kawasan industri semen; situs-situs gua prasejarah di Tuban dan Punung
(Pacitan) dirusak kegiatan penambangan batu dan perluasan jalan. Kasus lainnya
terjadi pada situs-situs prasejarah seperti: situs Anyer Lor, Buni (Bekasi),
Serpong (Tanggerang), Rancamaya, dan situs-situs di sepanjang DAS Ciliwung
(Bogor, Depok, Kp. Kramat, Pejaten) yang rusak akibat kegiatan memperluas
kawasan industri dan pemukiman.

Situs di DAS Cibanten rusak akibat pengerukan dan penerapan saluran
irigasi; situs paleolitik Awangbangkal (Kalimantan Selatan) tenggelam akibat
pembuatan waduk PLTA; situs di tepi Sungai Manikim dan Nuelbak (Kupang)
rusak akibat penambangan batu untuk pengerasan lahan; situs prasejarah di
sekeliling lapangan udara Satar Tacik rusak akibat perluasan/perpanjangan lan-
dasan pesawat terbang di Ruteng (NTT); situs mesjid-mesjid kuna di Jakarta
tersingkirkan akibat perluasan pusat pertokoan dan perkantoran; dan situs Candi
Proppo di Madura rusak karena bahan bangunannya dipakai untuk pemba-
ngunan Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan

Sebagian Benteng Kuta Besak (Palembang) dibongkar untuk bangunan
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rumah sakit; situs perahu kuno abad XII-XIV di daerah rawa Payapasir (Su-
matera Utara) rusak akibat penggalian pasir untuk menimbun jalan tol Bela-
wan-Medan-Tanjung Morawa; Situs Kartosuro terancam rusak akibat pengem-
bangan pemukiman, pengembangan sentra ekonomi Sukoharjo, jalan tol Solo,
jalan lingkar selatan Surakarta, dan pengembangan bandara Adi Sumarmo.

Ada pula contoh kasus yang berusaha untuk mengurangi rusaknya situs
akibat pembangunan, seperti proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di
Kota Panjang (Riau), yang akan menggenangi kawasan situs yang terkenal itu,
Kompleks Candi Muara Takus." Situs tersebut berhasil diselamatkan melalui
perundingan yang ketat untuk menurunkan tinggi permukaan air yang
memungkinkan turbin berputar menghasilkan listrik."

Kasus yangsedikit berbeda terjadipada saat dilakukan pembangunan PLTA
Cirata (Cianjur, Jawa Barat), PLTA Saguling (Jawa Barat), dan PLTA
Kedungombo (Jawa Tengah). Pada kasus-kasus tersebut para peneliti diberi
kesempatan melakukan penelitan cepat untuk mengumpulkan data artefaktual,
meskipun pada akhirnya situs-situs tersebut ditenggelamkan.

Berbeda dengan kasus-kasus di atas, situs candi bata di Jambi dirusak
oleh perusahaan kayu lapis ketika sedang memperluas areal pabrik, yang segera
ditanggapi pemerintah untuk menghentikan kegiatan itu, serta memberi
kesempatan kepada arkeolog untuk melakukan pengamanan dan penelitian di
situs itu.

Dalam kasus pembangunan Taman Purbakala Nasional di Borobudur dan
Prambanan, peluang untuk melakukan penelitian diberikan secara luas. Tidak
seperti kasus situs candi bata di Jambi, di situs Borobudur dan Prambanan
para arkeolog diminta dan didanai kontraktor untuk melakukan penelitian se-
belum rencana pendirian bangunan-bangunan dilaksanakan. Bahkan hasil pene-
litian itu menentukan dapat atau tidaknya suatu bangunan didirikan di lokasi
itu, atau dimodifikasi denahnya. Hal ini berati bahwa hasil penelitian arkeologi
dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Di situs-situs
ini para arkeolog menggali ratusan kotak ekskavasi untuk menguji lahan yang

akan digunakan sebagai tempat mendirikan bangunan-bangunan fasilitas (kantor

Y Ditanggapi segera oleh Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan

Lingkungan Hidup (PPLH).

Sayang sekali dengan tinggi permukaan air yang mampu memutar turbin, tetap saja
menenggelamkan sebagian besar situs-situs yang berada di sepanjang DAS Kampar
Kiri.
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konservasi, kantor pariwisata, lapangan parkir, dan sebagainya).”” Kegiatan
ekskavasi semacam ini dapat disebut sebagai contract archaeology (Schiffer 1977:
xix), karena para arkeolog bekerja atas dasar rencana pembangunan.

Dahulu tidak jauh dari candi Borobudur, terdapat banyak sekali rumah
penduduk, warung, toko cinderamata. Selain itu, juga terbentang jalan aspal,
lapangan parkir dan terminal bus. Pada waktu itu pandangan ke arah candi
yang unik dan megah terhalang oleh pohon-pohon besar serta rumah-rumah
penduduk dan pasar, sehingga candi itu tidak sepenuhnya menjadi eye catcher
(fokus pandangan) (Mundardjito 1992). Itulah yang antara lain menyebabkan
kawasan ini dibagi-bagi ke dalam 2 zona, dan 3 zona lainnya berada di luar
kedua zona tersebut.

Kawasan Candi Borobudur dibagi ke dalam 5 zona yang terintegrasi (inte-
grated goning system), dengan fungsinya masing-masing. Zona 1 berfungsi sebagai
zona proteksi dan preservasi. Luasnya ditentukan berdasarkan kepentingan
restorasi candi (menempatkan bengkel kerja); kepentingan visual (menjagajarak
pandang); dan kepentingan pariwisata (daya tampung pengunjung). Zona 2
(buffer dan facility area) berfungsi sebagai zona penyangga, pendukung penge-
lolaan Candi Borobudur, dan pelayanan terbatas bagi para pengunjung. Wujud-
nya berupa taman melingkari Candi Borobudur, yang berfungsi melestarikan
lingkungan historis dan memberi ruang kepada bangunan saranaseperti: kantor,
laboratorium, ruang rapat dan diskusi, ruang informasi, ruang konservasi, per-
pustakaan, tempat pendidikan dan pelatihan, tempat istirahat, toilet, dan se-
bagainya.”

Zona 3 (land use control area) berfungsi sebagai zona pendukung umum. Di
sini disediakan berbagai pelayanan pengunjung seperti restoran, toko cinde-
ramata, akomodasi, kantor pos, bank, biro perjalanan, terminal, pasar, dan
sebagainya. Meskipun zona ini merupakan daerah komersial, tetapi perlu dijaga
agar tetap teratur, tidak terlalu padat dan tetap bersuasana hijau. Penggunaan
lahan dikendalikan agar tidak terjadi pengembangan yang dapat mengganggu
kelestarian lingkungan situs Candi Borobudur. Termasuk ke dalam zona ini

ialah desa-desa yang perlu dipreservasi lingkungannya sesuai dengan konsep

12 Hasil ekskavasi tersebut dibukukan dalam laporan Pacific Consultant International dan
Japan City Planning Inc.(PCI-JCP), 1984.
'* Bangunan yang boleh didirikan dalam zona ini ialah yang langsung mendukung upaya

perlindungan dan pengelolaan candi.
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archaeological park village. Zona 4 (bistorical scenery preservation one) untuk
melestarikan pemandangan sejauh kira-kira 3 km ke semua arah dari teras atas
Candi Borobudur, dan sekitarnya. Agar suasanahistories terjaga dan terlindungi,
Zona 5 (national archaeological park gone) merupakan zona kesatuan ekologis ben-
tang alam, masyarakat, dan kebudayanya, yang dibatasi oleh lereng bukit dan
gunung di sekitar Borobudur, sebagai penyangga untuk melindungi Zona 1
hingga Zona 4.

Dari tahun 1980 hingga 1983 telah terjadi keresahan penduduk desa-desa
berkenaan dengan perolehan lahan. Keadaan ini sebenarnya tidak berdiri sendiri,
karena sebelumnya telah terjadi pula hal serupa, yaitu berturut-turut ketika
tahun 1970 Proyek Pemugaran Candi Borobudur memperluas lahan sekitarnya
untuk daerah kerja pemugaran. Kemudian pada tahun 1972 ketika dilakukan
pembangunan terminal kendaraan umum, dan tahun 1974 dalam kaitannya
dengan pembangunan rumah makan Dagi, dan perluasan lahan untuk kepen-
tingan proyek pemugaran Candi Borobudur. Keresahan ini muncul lagi antara
tahun 1970-1977 ketika akan dibangun kios-kios oleh Pemerintah Daerah se-
tempat di kaki bukit. Itulah sebabnya mengapa kemudian pada tahun 1983
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup menugas-
kan satu tim yang terdiri dari beberapa peneliti dari Pusat Studi Lingkungan
UI, UNPAD, ITB, UNDIP dan UGM untuk melakukan Studi Evaluasi
Lingkungan (SEL). Hasil studinya digunakan sebagai dasar kebijakan dan tin-
dakan yang diperlukan selanjutnya untuk mengatasi masalah keresahan sosial
yang timbul berkali-kali (Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1983).

Situs yang perlu segera mendapatkan perhatian adalah situs Kota Majapahit
di Trowulan (Jawa Timur),"* yang merupakan satu-satunya kota kuno masa
Hindu-Buddha yang ditemukan sampai kini. Sebagian situs dirusak sebagai
akibat dari pembuatan bata oleh masyarakat secara besar-besaran. Tanah digali
penduduk untuk: memperoleh bata kuna yang kemudian dijadikan semen me-
rah; mengeluarkan bata-bata runtuhan bangunan supaya lahan menjadi subur;
mendapatkan pasir dan kerikil untuk dijual sebagai bahan bangunan; memper-
oleh lempung dilapisan bawah untuk membuat bata baru; merendahkan permu-
kaan tanah agar dapat dibuat sawah; memperluas sawah garapan, terutama

yang terletak di jalur saluran kuna; dan untuk mendapatkan butiran-butiran

" Menurut catatan terakhir ada sekitar 4000 tempat pembuatan bata masih beroperas: di

Trowulan.
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logam mulia dengan cara menyaring (Mundardjito 1994).

Contoh-contoh tersebut di atas tentulah hanya merupakan sebagian kecil
dari jumlah yang sebenarnya terjadi di negara kita. Keadaan ini agaknya dapat
dianggap sebagai pencerminan dari ketidakberdayaan arkeologi dalam meng-
antisipasi intervensi penguasaan dan penggunaan lahan. Juga kurang kuat dalam
mendudukkan dir1 pada posisi tawar-menawar yang kuat di antara berbagai
desakan kepentingan, yang sebenarnya bertujuan sama, yakni untuk dan atas
nama pembangunan. Pada waktu yang akan datang sudah tentu semakin banyak
kegiatan pembangunan fisik dan penggunaan lahan yang dapat merusak, meng-
hancurkan, mengalihfungsikan dan menenggelamkan situs.

Banyak situs yang sudah ditemukan akan rusak atau hancur, dan banyak
situs yang belum diteliti atau belum diketahui tidak sempat diteliti. Kebutuhan
pembendungan sungai-sungai besar untuk menghasilkan tenaga listrik (PLTA)
sudah tentu akan berakibat tenggelamnya sejumlah besar situs, karena biasanya
situs-situs arkeologi terletak di kedua tepi sungai. Penggunaan lahan-lahan luas
untuk kawasan industri dan pemukiman yang sekarang berkembang amat pesat
juga memiliki potensi yang besar untuk menghancurkan situs. Demikian pula
pembuatan jalan-jalan raya. Namun demikian rasanya kita juga perlu mengant-
sipasi pelecehan arkeologi yang disebabkan oleh perubahan pola pikir dan sikap
sementara masyarakat yang berubah dari kesadaran menghormati dan meles-
tarikan warisan budaya menuju kepada pemikiran ekonomis konsumtif jangka
pendek, yang akhirnya melahirkan kegiatan penjualan benda cagar budaya atau
pengalihan fungsi situs. Mereka seakan-akan tidak sadar telah ikut merobek-
robek lembaran sejarah kita dan sejarah mereka sendiri. Pelestarian budaya
pada dasarnya harus diupayakan untuk kemanfaatan nasional, baik untuk kepen-
tingan ideologik (memperkuat jatidiri bangsa) dan akademik (mengembangkan
lmu pengetahuan) maupun ekonomik (mengembangkan sektor kepariwisa-
taan).

Kesimpulan

Sebagai suatu disiplin, arkeologiadalah ilmu yang mempelajari kebudayaan
dan masyarakat masa lalu melalui benda-benda material yang ditinggalkannya.
Untuk mencapai tujuannya, arkeologi menggunakan pengetahuan teoritis dan
metodologis dari berbagai disiplin termasuk sejarah, antropologi, sosial, politik,

ekonomi, agama, linguistik, seni, arsitektur, ilmu alam, geologi, geografi, ilmu
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tanah fisika, biologi, teknologi, komputer, matematik dan sebagainya. Tetapi
sebagai suatu profesi, arkeologi adalah suatu pekerjaan profesional yang
melaksanakan tugasnya sesuai dengan teori, praktek dan etika yang berkemb: ng
sepanjang sejarah lmu ini, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Seandainya pendekatan CRM akan diterapkan di Indonesia sebagaimana
dicontohkan di Amerka Serikat atau di negara lain yang patut dijadikan contoh,
mungkin perlu dipikirkan sungguh-sungguh berkenaan dengan cakupannya
yang luas, karena jenis sumber daya yang dicakup tidak hanya terdiri dar1 situs-
situs arkeologi dan tinggalannya, tetapi juga sumber daya yang bukan arkeologis.
Implikasinya terkait dengan kesediaan ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu yang
mau bekerja sama mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai jenis sumber
daya; kesediaan berkoordinasi antara sektor-sektor pemerintah pusat dan daerah,
dengan sektor-sektor perusahaan swasta, dan dengan sektor-sektor di
lingkungan masyarakat; dan sumber daya manusia yang kualifikasinya memenuhi
persyaratan untuk mengorganisasi pekerjaan yang kompleks, karena di satu
pihak pekerjaan pembangunan fisik berjalan cepat, sedangkan di lain pihak
pekerjaan arkeologi berjalan lambat. Dalam pada itu pelaksanaan CRM dapat
berjalan dengan baik, jika didukung oleh peraturan perundangan yang mantap,
ketersediaan dana yang memadai, dan rentang waktu yang cukup panjang,

Mungkin diperlukan eksperimen atau latthan di suatu wilayah yang tidak
terlalu luas dan mencoba menerapkan konsep CRM sesuai dengan keadaan
situs. Memang pelaksanaan CRM bervariasi dari situs ke situs, dan dari wilayah
ke wilayah, tergantung pada kondisi setempat.

Dalam kenyataannya, konsep CRM itu seringkali tidak digunakan secara
tepat, dan banyak arkeolog di Amerika Serikat tidak taat pada istilah dan
pengertian yang semula diperkenalkan. Seringkali dibaurkan dengan beberapa
istilah yang memang terkait dengan CRM seperti: historic preservation, archaeologs-
cal resource management, dan archaeological herztage management. Mungkin dalam tahap
perkembangan sekarang kita tidak perlu terlalu khawatir dulu, karena semua
istilah dan pengertian itu juga relatif baru, dan pada waktunya melalui proses
panjang akan menjadi lebih baik, atau terjadi modifikasi dan pilihan-pilhan
yang cocok untuk digunakan. Akan tetapi agar terhindar dari kesalahfahaman,
paraarkeolog harus mendefinisikan secara eksplisitistilah-istilah dan pengertian
yang digunakannya. Dari sudut pandang arkeologi.definisi CRM yang mungkin
cocok digunakan saat ini adalah:
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“Cultural resource management (CRM) encompasses recognition, description, mainte-
nance, security and the overall managaaement of cultural resources. The objectives and
authenticit of the resource for present and future generation through conservation and
sustainable resourche utiligation” (Box 1999:3).

Dalam upaya menerapkan konsep CRM semacam itu perlu pula dipertim-
bangkan perubahan paradigma pelestarian benda cagar budaya yang mulai ber-
kembang di Indonesia, antara lain mengenai orientasi pada artefak menjadi
orientasi pada kawasan; pelestarian yang statis menjadi yang dinamis; pengelo-
laan sentralistik menjadi desentralistik; pengelolaan oleh pemerintah semata
menjadi pengelolaan berbasis masyarakat; pemanfaatan bagi ilmu pengetahuan
dan pendidikan menjadi pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut di atas mempengaruhi konsep perlindungan (hukum, dan
fisik sepert pemeliharaan, pemugaran, restorasi, konservasi, preservasi, reha-
bilitasi, rekonstruksi, dan lain-lain). Selain itu, juga mempengaruhi konsep pe-
ngembangan (penataan, penyajian, korelasi antara perlindungan dan peman-
faatan), dan konsep pemanfaatan (pemberdayaan BCB,; situs, dan kawasan untuk
berbagai kepentingan).

Demikian pula perlu dipertimbangkan konsep pengelolaan benda cagar
budaya, seperti pelestarian berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian
berwawasan lingkungan, dan konsep satuan ruang pelestarian (penentuan
zonasi, fungsi zona, penataan).

Selain 1tu, perlu dipertimbangkan adanya perkembangan dalam arkeologi
Indonesia, antara lain: selain arkeologi terestrial juga arkeologi bawah air,
arkeologi industri, arkeologi perkotaan dan /iving culture. Perlu juga diperhatikan
adanya kode etik arkeolog Indonesia, dan kode etik museum; penegasan konsep
dead dan living monument; pemeringkatan situs dan tinggalan arkeologi yang
berkaitan dengan kewenangan pengelolaan; penegasan zoning untuk daerah
urban dan rural; serta kemitraan dengan berbagai pihak (Tanudirdjo 1998:15).
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PERUBAHAN UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 5 TAHUN 1992 DALAM
KONTEKS SEKARANG DAN MASA DEPAN

Soeroso MP
I. Latar Belakang

Setelah melewati usianya selama 16 tahun, kini banyak masyarakat pemer-
hati budaya, penggiat, dan pelaku pelestarian mengharapkan dilakukannya revisi,
perubahan bahkan penggantian Undang-Undang nomor 5 Tahun 1992. Harap-
an perlunya dilakukan revisi, perubahan atau bahkan penggantian undang-
undang tersebut juga didukung oleh hasil evaluasi yang dilakukan selama
undang-undang itu dilaksanaan yang memperlihatkan adanya berbagai
kelemahan oleh karena adanya faktor-faktor internal yang sangat mendasar.
Hasil evaluasi memperlihatkan adanya sejumlah pasal yang tidak aplikatif untuk
dapat diterapkan, bahkan muncul gejala pelanggaran yang makin meningkat
karena ancaman pidananya terlalu ringan dan tidak mampu membuat jera para
pelaku pelanggaran. Keinginan daerah tentang perlunya perubahan Undang-
undang Nomor 5 tahun 1992 tersebut kian menguat khususnya setelah sejak
terjadinya reformasi serta diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 22
tahun 1999 selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang RI nomor 32 tahun
2004. yang mengubah sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralisasi
menjadidesentralisasi. Dalamssistem pemerintahan yang desensralistik tersebut,
kewenangan pemerintah di bidang pemerintahan telah berubah dari yang semula
merupakan operator tunggal dalam pengelolaan benda cagar budaya kini harus
menjadi fasilitator, dinamisator dan koordinator.Sebaliknya pemerintah daerah/
kota yang tadinya hanya diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pen-
daftaran dan memberikan perijinan antar daerah kini harus menjadi pelaksana
baik di bidang perlindungan, pemeliharaan maupun pemugaran. Dampak lebih

lanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tersebut
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antara lain juga mendorong terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten/kota
yang imbasnya juga berpengaruh pada upaya pelestarian benda cagar budaya.
Banyak situs-situs penting yang semula berlokasi pada satu wilayah adminis-
tratif kemudian terpecah menjadi dua wilayah administratif sehingga peta
persebaran situs-pun ikut berubah.

Di luar perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pergantian sistem pe-
merintahan tersebut, kemajuan tentang konsep pelestarian di berbagai belahan
dunia dalam beberapa tahun belakangan juga mengalami kemajuan yang pesat.
Perluasan bidang garapan yang semula hanya terfokus pada peninggalan-
peninggalan di darat, kini meluas mencakup peninggalan yang ada di dalam air
yang selama ini kurang mendapatkan perhatikan. Demikian pula halnya konsep
pelestarian yang semula lebih difokuskan pada upaya melindungi dan memeli-
hara benda cagar budaya sebagai aset bagi pengembangan ilmu pengetahuan
(akademik) dan pembentukan identitas/jatidiri (idiologik) dituntut pula untuk
dapat berperan dalam memajukan kemakmuran rakyat (ekonomik). Dengan
demikian upaya pelestarian benda cagar budaya bukan sekedar ditujukan untuk
mempertahankan sifat-sifat keunikan maupun kelangkaannya agar tetap lestari
melainkan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan ma-
syarakat. Lain daripada itu untuk memberikan perlindungan yang lebih opti-
mal dan kontekstual terhadap obyek yang dilestarikan maka fungsi kawasan
cagar budaya sebagai yang harus dikonservasi juga menjadi isue yang sangat
kuat dan mengemuka, bahkan diangkat dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai
bagian yang tak terpisahkan dengan pelestarian benda cagar budaya. Dengan
kenyataan-kenyataan tersebut di atas akhirnya perubahan yang perlu dilakukan
bukan hanya menyangkut segi yuridisnya saja melainkan juga paradigmanya
juga petlu diubah sehingga upaya pelestarian yang semula bersifat statis menjadi
pelestarian yang bersifat dinamis.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas serta mem-
perhatikan bahwa perubahan tersebut mencakup materi pokok yang saling
berkaitan antara bab dan pasal-pasalnya maka langkah yang harus diambil bukan
lagi sekedar melakukan revisi melainkan harus merubah Undang-Undang No.5
tahun 1992 itu dengan undang-undang yang baru dengan tujuan agar termino-
logi dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Rancangan Undang-undang yang
baru itu lebih sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.
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II. Rancangan Perubahan Undang-undang

Di sadari bahwa membuat atau merubah sebuah undang-undang bukanlah
pekerjaan yang mudah, karena harus diusahakan mencakup berbagai perm- sa-
lahan yang terkait secara komprehensif serta mampu menampung berbagai
aspirasi dan perkembangan pemikiran yang sudah diterima secara luas di dalam
masyarakat. Difahami bahwa pada hakekasnya pemberlakuan suatu undang-
undang seperti halnya undang-undang tentang benda cagar budaya ditujukan
dalam rangka proses “penyadaran” yang mampu mendorong peran aktif bagi
seluruh lapisan masyarakat dalam melestarikan benda cagar budaya. Oleh karena
itu agar upaya ini mampu menjawab tuntutan yang berkembang di tengah masya-
rakat maka pengaturan terhadap hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat di
dalam pelestarian benda cagar budaya harus dilakukan secara seimbang.

Secara filosofis dan yuridis, perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1992
berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis
tertinggi bagi bangsa Indonesia. Sebagai sumber hukum tertulis tertinggi, pasal
32 (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 33 mengamanatkan
kepada kita semua sebagai berikut.
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban

" dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memeliharan dan

mengembangkan nilai-nilai budayanya.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan

nasional.

Sementara itu, pada pasal 33 ayat (3) berbunyi “bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat” .

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan, secara teknis yuridis perubahan
Undang-Undang No.5 Tahun 1992 merujuk pada tata cara dan aturan perun-
dang-undangan yang berlaku 1alah Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang selanjutnya dituangkan
dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersi-
apkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Penggan-
ti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Menyadarn bahwa benda cagar budaya pada dasarnya bukan sekedar warisan
yang perlu dilindungi dan dipelihara melainkan juga merupakan pusaka sekaligus
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aset yang dapat dimanfaatkan maka perubahan undang-undang nomor.5 tahun
1992 dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu hukum yang jelas dan
tegas bagi masyarakat di dalam rangka perlindungan benda cagar budaya.. Oleh
karena itulah maka perubahan undang-undang perlu dilakukan secara cermat
dan integral dengan melibatkan berbagai komponen di dalam masyarakatuntuk
memperoleh dukungan komitmen diantara para pelaku, pecinta dan penggiat
budaya serta masyarakat sebagai pemangku budaya, Beberapa segi yang menjadi
pusat perhatian di-dalam rancangan perubahan undang-undang tersebut meli-
puti: '

1. Cakupan pelestarian dari yang bersifat statis menjadi pelestarian yang ber-
sifat dinamis dengan mengedepankan prinsip perlindungan, pengembangan
dan pemanfaatannya yang seimbang dan berkelanjutan;

2.. Pembagian kewenangan dari pemerintah yang semula menjadi operator
tunggal dilimpahkan menjadi kewenangan daerah. ;o

3. Peranan masyarakat yang lebih aktif dengan fasilitasi dari pemerintah.

4. Kontekstualitas pelestarian yang semula hanya terdiri dari benda dan situs
diperluas dengan kawasannya.

5. Cakupan ruang yang semula lebih banyak mengenai BCB di daratan kini
diarahkan pula pada BCB di dalam air.

Selanjutnya pembentukan undang-undang ataupun perubahan suatu un-
dang-undang harus memiliki dasar yang kuat baik dilikat dari segi filosofis,
yuridis, akademis dan sosiologis. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-
Undang nomor 5 tahun 1992, landasan akademis yang mendasari antara lain
perubahan sudut pandang dari yang semula Artefak ortented dan site oriented
kemudian berubah menjadi region oriented. Demikian pula. ranah garapannya
tidak terbatas pada arkeologi rerrestrial tetapi juga benda yang ada di dalam air,
arkeologi perkotaan, arkeologi pedesaan, arkeologi lansekap dan lain-lain. Dari
sisi yuridis perubahan tersebut diarahkan pada kewenangan pemerintah yang
bersifat sentralistik menjadi desentralistik (Amandemen UUD 1945, UU No.
32 tahun 2004). Dengan demikian peran pemerintah yang semula menjadi
operator tunggal di dalam melaksanakan pelestarian benda cagar budaya kini
fungsinya lebih diarahkan sebagai fasilitator, dinamisator, dan koordinator
(Good Governance) sedangkan peran masyarakat diberikan kesempatan lebih luas
sebagai operator pelestarian.
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III. Sistematika Rancangan Perubahan Undang-
undang,.

Konsekuensi logis dengan terjadinya berbagai perubahan baik yang n.e-
nyangkut aspek filosofis, yuridis dan akademis sebagaimana diuraikan di depan
maka sistematika Rancangan Perubahan Undang-Undang No.5 tahun 1992
juga mengalami perubahan. Apabila semula hanya terdiri dari 10 bab maka
dalam rancangan yang baru berubah menjadi 13 bab dengan susunan sebagai
berikut.

Bab I Ketentuan Umum

BabII  Asas, Tujuan, dan Lingkup
Bab III  Penguasaan dan Kepemilikan
BabIV  Pengelolaan

BabV  Perlindungan

Bab VI  Pengembangan

Bab VII Pemanfaatan

Bab VIII Larangan

BabIX Penemuan dan Pencarian
BabX  Pengawasan dan Penyidikan
Bab XI  Ketentuan Pidana

Bab XII Ketentuan Lain/Ketentuan Peralihan
Bab XIIT Ketentuan Penutup

IV. Perubahan Esensi Undang-undang

Jika diperhatikan dari perubahan sistimatika tersebut terlihat adanya per-
ubahan yang sangat signifikan dilihat dari esensinya sebagaimana diuraikan di
bawah ini.

Dalam Bab I yang mencakup tentang Ketentuan Umum dimuat pe-
ngertian-pengertian, prinsip, dan batasan-batasan yang terkait dengan penger-
tian Benda Cagar Budaya, Situs, Kawasan, Pelestarian, Pemintakatan, Perlin-
dungan, Pemugaran, Preservasi, Konservasi, Registrasi, Inventarisasi, Penge-
lolaan,Penguasaan, Pemilikan, Penghapusan, Pengalihan dan lain-lain sebagai-
mana diatur di dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang.

Pada Bab II menyangkut tentang Tujuan dan Lingkup meliputi:
Kelestarian, Kemanfaatan, Keberlanjutan dan yang mencerminkan Kebhineka

Tunggal Tka-an. Tujuan yang hendak dicapai selain untuk membina dan me-
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lindungt benda cagar budaya, situs dan kawasan, juga mengembangkan dan
memanfaatkan selain untuk memajukan kebudayaan nasional serta bagi kemak-
muran rakyat sebagimana diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar 1945
(yang diamandemen). Dalam lingkup pengaturan, maka yang akan diatur di
dalam rancangan perubahan undang-undang ini meliputi 2 (dua) hal pokok
ialah berkaitan dengan pengelolaan (yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi) serta pelestarian (yang meliputi pembinaan, perlin-
dungan, pengembangan dan pemanfaatan).

Bab III mengatur mengenai Penguasaan dan Pemilikan yang meskipun
secara umum tidak banyak perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1992 namun ada beberapa hal yang mendasar yang perlu di-
kemukakan meliputi pengalihan kepemilikan, dan penghapusan. Apabila di
dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 pengalihan atas kepemilikan benda
cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara turun
temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada negara, maka
dalam rancangan perubahan ini pengaturan kepemilikan dapat dilakukan mela-
lui hibah, tukar menukar, pewarisan, penetapan atau putusan hakim. Lain dari-
pada itu, dalam hal penguasaan dan pemilikan maka aspek tentang hak dan
kewajiban akan diposisikan secara seimbang sehingga proses “penyadaran”
masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam upaya pelestarian dapat berjalan
lancar. Sementara itu masalah penghapusan benda cagar budaya yang hilang
karena dicuri atau musnah dan tidak ditemukan kembali diberikan toleransi
dengan jangka waktu 6 tahun. Apabila pada batas waktu tersebutn benda cagar
budaya yang rusak atau hilang tidak ditemukan lagi maka pemerintah dapat
melakukan penghapusan dari daftar register nasional

Bab IV mengatur peran Pemerintah dan masyarakat dalam Pengelolaan
BCB. Apabila di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 Bab pengelolaan
hanya terdiri dari 1 pasal, maka di dalam Rancangan Undang-Undang ini bab
yang mengatur pengelolaan di berikan porsi yang lebih besar dengan harapan,
agar masyarakat lebih berperan serta.

Bab V merupakan bab yang mengatur tentang Perlindungan dalam arti
Kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan
fisik (penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, perawatan, pemugaran) serta
petlindungan hukum (pendaftaran dan penetapan). Hal menarik dalam ran-

cangan perubahan bab yang mengatur mengenai perlindungan adalah
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dimasukkannya substansi yang menyangkut tentang pemeringkatan benda cagar
budaya (termasuk situs dan kawasan) yang terdiri dari peringkat lokal, regional
maupun nasional serta pembagian kewenangan antara pemerintah, provir si
dan kabupaten/kota; kewenangan pemerintah untuk mengusulkan cagar bu-
daya, situs atau kawasan yang berperingkat nasional menjadi warisan budaya
dunia, serta makin berfungsinya peranan tim pemeringkatan yang terdiri dari
ahli-ahli yang bersertifikasi di bidangnya.

Bab VI mengatur tentang pengembangan Pengelolaan cagar budaya yang
harus dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pelestarian yang
berwawasan pada ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan tradisional, dan kondisi
sosial budaya masyarakat.

Bab VII mengatur tentang Pemanfaatan yang berwawasan pelestarian
untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan,
dan pariwisata. ‘

Bab VIII mengatur tentang Larangan merusak dan/atau memisahkan
benda cagar budaya, mengambil benda cagar budaya baik sebagian maupun
seluruhnya dari kesatuan, atau kelompok, atau dari letak asal.

Bab IX mengatur tentang Penemuan dan pemberian imbalan serta
Pencarian dan ganti rugi (bagi hasil) bcb di bawah air. Bagian ini menjadi
sangat menarik karena di dalam salah satu konvensi yang ditetapkan UNESCO
tentang peninggalan bawah air seluruhnya diarahkan untuk pelestarian. Namun
dernikian bagi negara Indonesia sendiri konvensi tersebut meskipun telah dihim-
bau untuk dilakukan ratifikasi hingga saat ini belum dilakukan dengan pertim-
bangan bahwa tidak mungkin bagi kita untuk dapat melestariakan situs-situs
bawah air yang jumlahnya mencapai ratusan selain karena faktor keterbatasan
sumberdaya manusia juga karena faktor luasnya wilayah perairan Indonesia.

Bab X adalah bab yang mengatur tentang kewenangan pemerintah untuk
melakukan Pengawasan dan Penyidikan atas pelanggaran terhadap becb/
situs dan kawasan sesuai KUHAP. Dalam bab ini terlihat adanya peningkatan
peranian PPNS sebagai pegawai negert sipil yang ditugaskan untu melindungi
benda cagar budaya, situs dan kawasan dalam membantu aparat keamanan
menegakkan peraturan perundang-undangan.

Bab XI yang mengatur tentang Ketentuan Pidana sangat berbeda dengan
ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 karena

sangsi yang dicantumkan dalam rancangan ini pidana atau sangsi tidak dican-
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tumkan yang maksimal melainkan yang minimal. Pencantuman sangsi dengan
matas minimal tersebut pada hakikatnya bukan diarahkan pada kepentingan

represif melainkan meningkatkan aspek jera kepada siapa saja yang dengan

sengaja melakukan pengrusakan benda cagar budaya.

Bab XII, XIII memuat Ketentuan Lain/Ketentuan Peralihan dan

Ketentuan Penutup yang tidak jauh berbeda dengan isi yang termuat dalam
Undang-undang nomor 5 tahun 1992.

V. Harapan dari Perubahan Undang-undang

1.

Pemerintah sebagai fasilitator dapat lebih memfokuskan diri untuk menyiap-
kan instrumen yang diperlukan daerah dalam bentuk pedoman, aturan,
kriteria, juklak, juknis dan lain-lain sehingga daerah dan masyarakat dapat
lebih mandiri di dalam melaksanakan tugasnyasebagaipelaksana pelestarian
secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang benar.

Daerah dapat melaksanakan pengelolaan (manajemen) sumberdaya budaya
yang ada di wilayahnya secara tepat dan benar atas dasar prinsip pelestarian
berwawasan pemanfaatan dan pemanfaatan yang berwawasan pelestarian
Masyarakat dan dunia usaha dapat lebih berperan aktif melakukan pelesta-
rian atas prinsip pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
Terwujudnya hubungan segitiga pengelolaan benda cagar budaya yang
lestari.
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KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN DI INDONESIA!

Nina Sardjunani?

I. Pendahuluan

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan
bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas budaya terdiri dari perangkat
konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan
dan antara sesama manusia serta antara manusia dengan alam semesta yang
berujud dalam sejumlah wahana, sepers: bahasa sebagai alat konseptualisasi,
komunikasi dan ekspresi seni; struktur sosial yang menata kedudukan anggota
masyarakat satu dengan masyarakat lainnya; teknologi yang dihasilkan sebagai
perwujudan kemajuan untuk membantu memudahkan dan meningkatkan kua-
litas hidup manusia; dan berbagai bentuk karya seni yang memiliki gaya, citra
dan teknik yang unik sesuai dengan realitas masyarakat dan konteks jamannya.

Dalam memasuki milenium ketiga, bangsa Indonesia menghadapi tan-
tangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan, yang antara lain
ditandai dengan terjadinya perubahan dalam tata nilai sebagai akibat dari per-
temuan antarbudaya dalam proses globalisasiyang sedang melanda dunia. Selain
itu perubahan tata nilai yang terjadi, juga diakibatkan oleh terjadinya krisis
ekonomi yang melanda negara kita sejak tahun 1997, yang berdampak pada
stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indo-
nesia yang sebelumnya dikenal karena memiliki budaya tinggi, luhur, ramah,
santun, beradab, bertoleransi tinggiantar sesama berubah menjadi bangsa yang
' Disampaikan pada acara Kongres IAAI 2008 dan PIA XI di Solo, Tanggal 13-16 Juni

2008.

? Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
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mudah tersinggung, dan emosional. Untuk itu pembangunan karakter bangsa
(character building) masih membutuhkan upaya keras yang persisten dan konsisten
sehingga mampu mengejar ketertinggalan. Belum berhasilnya pembangunan
karakter ini dapat dilihat dari semakin melunturnya kebanggaan terhadap berba-
gaiidentitas bangsa, seperti: nilai, budaya, dan bahasa. Melemahnya kebanggaan
terhadap identitas bangsa tentunya akan berdampak pada menurunnya modal
sosial yang ada dalam suatu bangsa dalam wujud kepercayaan (¢rusf). Degradasi
modal sosial ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap menurunnya
daya saing bangsa.

Kondisi objektif bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang di-
tandai dengan keragaman budaya, suku dan agama. Keragaman suatu bangsa
bisa menjadi suatu potensi, karena apabila dioptimalkan akan mampu mengom-
binasikan berbagai kekuatan menuju satu kekuatan yang maksimal. Akan tetapi
apabila tidak dikelola dengan baik, jussru akan dapat menjadi ancaman yang
memungkinkan terjadinya persaingan dan konflik yang tidak sehat. Kondisi
objektf saat ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum terampil dalam
mengelola keragaman budaya, etnik dan agama sehingga tidak menjadi kekuatan
malah menjadi ancaman disharmoni dan disintegritas bangsa yang ditunjukkan
oleh berkembangnya konflik sosial horizontal dan konflik politik vertikal. Oleh
sebab itu, upaya untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola keragaman
budaya sangat diperlukan, antara lain melalui perkuatan kelembagaan dan pem-
berdayaan partisipasi masyarakat. ’

Dalam mengisi kemerdekaan, pembangunan sumber daya manusia ter-
utama pada aspek budaya belum mendapat perhatian yang proporsional. Pem-
bangunan yang terlampau berorientasi pada materi telah menumbuhkan kultur
yang tidak sejalan dengan kultur yang ingin dikembangkan, yaitu kultur Pancasila.
Keberhasilan pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi dengan pemba-
ngunan karakter bangsa telah mengakibatkan goncangan dan krisis budaya,
yang kemudian berujung pada lemahnya ketahanan budaya. Kebudayaan na-
sional yang diharapkan mampu sebagai katalisator dalam mengadopsi nilai-
nilai universal yang luhur dan sekaligus sebagai filter terhadap masuknya budaya
global yang bersifat negatif ternyata belum mampu berfungsi sebagaimana
mestinya. Tanpa adanya sikap adaptif-kritis, maka adopsi budaya negatif— antara
lain: sikap konsumtif, individualis-hedonis, akan lebih cepat prosesnya di-
bandingkan dengan adopsi budaya positif-produktif.
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Lemahnya ketahanan budaya juga ditunjukkan oleh terjadinya gejala Krisis
Identitas sebagai akibat semakin melemahnya norma-norma lama dan belum
terkonsolidasinya norma baru, yang telah mengakibatkan terjadinya sikap am Ji-
valensi dan disorientasi tata nilai. Disorientasi tata nilai, ditambah dengan tum-
buh suburnya semangat kebebasan, telah menyuburkan tumbuhnya pandangan
yang serba boleh (permisif) yang telah mengakibatkan menguatnya berbagai
macam divergensi dalam berbagai tata kehidupan masyarakat, yang apabila hal
tersebut berkembang secara berlebihan, selain akan menyulitkan upaya untuk
memadukan gerak langkah pembangunan, juga cenderung memicu konflik di
berbagai tataran kehidupan.

Sementara itu, identitas peradaban sebuah bangsa tidak dapat dilepaskan
dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa. Upaya untuk meningkatkan kesa-
daran dan pemahaman terhadap sejarah dan pelestarian Benda Cagar Budaya
(BCB) yang memiliki nilai luhur masih belum berkembang secara optimal,
walaupun pemahaman dan minat masyarakat terhadap sejarah dan BCB sudah
mulai meningkat. Di sisi lain, kualitas pemeliharaan kekayaan budaya bangsa,
seperti situs, candi, museum dan taman budaya masih sangat beragam di era
otonomi daerah. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan kekayaan budaya menjadi suatu keniscayaan sehingga simbol iden-
titas keberadaban dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan. Terkait
dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan yang masih dihadapi
dalam pembangunan kebudayaan ke depan antara lain: (1) belum optimalnya
kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya, yang ditandai dengan
adanya disorientasi tata nilai seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, kera-
mah-tamahan sosial dan rasa cinta tanah air yang berpotensi merusak integrasi
bangsa; (2) terjadinya krisis identitas nasional yang ditandai oleh (a) belum
memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang
mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai mate-
rialisme; dan (b) kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai
dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang
positif; serta (3) belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, yang dise-
babkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen peme-

rintah serta masyarakat, yang ditandai oleh (a) masih adanya berbagai kekayaan
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budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum
dan HAM; dan (b) masih terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam

pengelolaan kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan
manajerial.

II. Posisi dan Peran Strategis Kebudayaan dalam
Pembangunan yang Berkelanjutan

Krisis multi-dimensi memberikan pelajaran bahwa pembangunan yang
hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kera-
puhan pada sendi-send: kehidupan bangsa yang pada akhirnya berujung pada
krisis sosial. Lemahnya daya tahan dalam menghadapi krisis dan lambatnya
pemulihan ekonomi antara lain disebabkan kurangnya dukungan pranata sosial
yang memadai sehingga terjadi ketidakselarasan bahkan kesenjangan. Untuk
merespon kondisi tersebut, diperlukan suatu pranata sosial yang mampu men-
jembatani hubungan dalam masyarakat sehingga kemajemukan yang ada bisa
menjadi kekuatan sinergis dalam wujud modal sostal (socia/ capital) bagi pem-
bangunan bangsa.

Dalam era ilmu pengetahuan dan serba-kompetisi ini, kemajuan dan kelang-
sungan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuannya
untuk belajar yang perlu dilakukan secara terus menerus agar proses akumulasi
ilmu, pengetahuan dan teknologi dapat meningkat secara berkelanjutan. Krisis
ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi-dimensional telah secara mahal
memberikan pelajaran bagi kita, bahwa meletakkan pembangunan ekonomi
sebagal dominasi tunggal dalam pembangunan suatu bangsa akan mengaki-
batkan kerapuhan pada sendi-sendi kehidupan bangsa yang pada akhirnya ber-
ujung pada krisis sosial.

Di samping itu, lemahnya daya tahan bangsa Indonesia dalam menghadapi
krisis moneter dan lambatnya pemulihan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari
rapuhnya pranata ekonomi yang tidak didukung oleh pranata sosial yang me-
madai. Pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini lebih berorientasi
pada pertumbuhan sehingga kurang memperhatikan sisi pemerataan dan sta-
bilitas. Kondisi inilah yang kemudian dikenal sebagai anomie dalam kebudayaan
sehingga bangsa Indonesia kehilangan “panutan” dalam menjalani kehidup-
annya (disorientai nilai), yang pada titik kulminasinya menjadi kondisi yang
anarkhis.
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Berdasarkan alasan tersebut, maka era dominasi tunggal ekonomi dalam
pembangunan nasional harus ditinggalkan, dan disempurnakan dengan era
pembangunan yang menjamin terjadinya keseimbangan dan keserasian gerak
dari semua aspek kehidupanan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan
mengacu pada konsepsi kebudayaan dari Malinowski, Koentjaraningrat (1985)
mengidentifikasi tujuh buah unsur universal kebudayaan, yaitu: (1) bahasa, (2)
sistem teknologi, (3) sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, (4) organisasi
sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) religi, dan (7) kesenian. Ketujuh unsur ke-
budayaan itulah yang pada dasarnya akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai
yang dimiliki oleh masyarakat, yang selanjutnya akan membentuk pranata sosial.

Berdasarkan konsepsi tersebut, konsep kebudayaan memiliki ruang lingkup
yang sangat luas yang meliputi seluruh aspek yang ada dalam kehidupan manusia.
Bahkan ekonomi sekalipun sebagai sistem mata pencaharian merupakan salah
satu bagian dari sistem kebudayaan. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi
baru bisa berhasil dan berkelanjutan jika mempertimbangkan aspek-aspek ling-
kungan sekitar (nature), budaya, tradisi dan jati diri bangsa (nationality) atau aspek
kebudayaansecara holistik. Sifat cara pandang holistik in1 meletakan kebudayaan
sebagai dasar dan sekaligus kendali agar pembangunan selalu berjalan sesuai
dengan nilai-nilai dan tatanan keseimbangan dan keserasian. Oleh karena itu
di masa depan, kita dituntut untuk meletakkan kebudayaan sebagai landasan
yang memberikan jiwa dan semangat, dan sekaligus kendali roda pembangunan
sehingga kebudayaan tidak sekedar hanya sebagai industri mengenai suatu
produk kreatif masa lalu.

Sehubungan dengan tersebut, maka tidak berlebihan apabila dalam Ren-
cana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menempatkan kebuda-
yaan sebagai salah satu alat ukur tercapainya tujuan pembangunan yaitu untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab.

III. Tantangan Pembangunan Kebudayaan
Kebudayaan merupakan nilai-nilai abstrak (potensial), namun hal tersebut
dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan 72/ (manifest). Kebudayaan masyarakat
senantiasa memiliki keunikan dan keunggulan yang mampu menjadi modal
sosial (soctal capital). Nilai-nilai budaya bangsa sebagai modal sosial tampak jelas

ketika terjadi berbagai bencana di Indonesia, baik bencana alam maupun ben-
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cana karena ulah manusia. Hal tersebut tampak dalam wujud kesetiakawanan
sosial. Nilai kesetiakawanan sosial ini muncul tanpa harus digalang oleh pe-
merintah. Sayangnya, aktualisasi nilai dan kekayaan budaya sebagai modal sosial
tersebut baru muncul disaat bangsa mengalami kesulitan seperti terjadinya ben-
cana dan kurang bergema dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita
semua ditantang untuk menyusun semacam rekayasa sosial (social engineering)
dalam bentuk strategi pembangunan kebudayaan yang mampu mengaktuali-
sasikan potensi kebudayaan menjadi suatu sumberdaya permanen yang dapat
dikelola setiap saat, sebagaimana layaknya sumberdaya lainnya. Apabila hal
tersebut dapat diwujudkan, diharapkan modal sosial tersebut dapat digunakan
sebagai substitusi dan sekaligus sebagai komplemen terhadap monetary capital.

Dalam konteks tersebut, pembangunan kebudayaan dihadapkan pada be-
berapa tantangan aktualisasi. Perzama, mengeksplorasi nilai-nilai dan kekayaan
budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat untuk didayagunakan sehingga
bermanfaat bagi semua bidang pembangunan nasional. Di dalam proses eks-
plorasi ini terjadi proses penemuan-penemuan dan sekaligus seleksi nilai-nilai
dan kekayaan budaya posisf yang dapat mendorong upaya pembangunan na-
sional. Kedua, memobilisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dan kekayaan
budaya yang asalnya berserak dan masih berupa kekuatan abstrak menjadi
kekuatan yang besar dalam bentuk modal sosial. Kefiga, mengalokasikan nilai-
nilai dan kekayaan budaya yang sudah termobilisasi sebagai kekuatan riil pada
semua bidang pembangunan nasional sehingga menjadi “daya pendorong”
bagi keberhasilan setiap bidang pembangunan. Keempat, meningkatkan kemam-
puan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata (fangible) dan
yang tidak kasat mata (infangible), terutama dalam peningkatan kualitas penge-
lolaan yang berlandaskan pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pe-
merintah dan masyarakat terhadap nilai dan kekayaan budaya.

IV. Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan antara lain adalah
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbu-
daya, ditandai oleh (a) terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif,
dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan
masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
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berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi
iptek; dan (b) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam mening-
katnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkn at
jati dir1 dan kepribadian bangsa.

Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat pensing
bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang
rasa, dan harmonis. D1 samping itu kesadaran akan budaya memberikan arah
bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan
kekayaan budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis se-
hingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara
positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa ditujukan untuk mewujud-
kan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul.
Jatidiri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti religius,
kebersamaan dan persatuan—dan nilai modern yang universal—seperti etos
kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pembangunan jatidiri bangsa
tersebut dilakukan melalui transformast, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai
budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai mo-
dern yang membangun.

Budaya inovatif yang berorientast iptek terus dikembangkan agar bangsa
Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global. Pe-
ngembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghar-
gaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan
menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif
dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersamaan dengan mengarahkan
budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan
kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan
keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional. Pengembangan iptek
serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan
peradaban manusia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2004-2009, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur
dilaksanakan untuk mencapai sasaran:

1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat.

2. Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
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berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal
Ika;

3. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produkuf
dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap
aspek kebijakan pembangunan; dan

4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka arah kebijakan yang dilakukan
adalah:

1. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya ruang yang
terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan;

2. Mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwu-
judnya Negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan me-
nguatnya masyarakat sipil;

3. Reaktualisasinilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan
etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; dan

4. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk

dalam negeri.

Dalam tataran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, pembangun-

an kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dilaksanakan untuk

mencapai sasaran:

1.

Terwujudnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya karakter dan jati
diri bangsa yang ditandai dengan kecintaan terhadap kebudayaan Indone-
sia dalam menghadapi arus globalisasi.

Meningkatnya kesadaran budaya yang ditandai dengan sikap saling meng-
hormati dan menghargai keberagaman budaya dalam rangka memperkukuh
NKRI

Terbentuknya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka
memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan
pembangunan.

Terpeliharanya kerjasama yang sinergis antar pihak terkait dalam upaya
pengelolaan kekayaan budaya.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas dan merujuk pada RPJMN
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2004-2009 maka kebijakan pembangunan kebudayaan yang akan ditempuh

pada tahun 2009 mencakup:

1.

Meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman buds, a
dan menciptakan keserasian hubungan baik antarunit sosial dan budaya
maupun antara budaya lokal dan budaya nasional, dalam bingkai keutuhan
NKRI, melalui (a) penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan ke-
bangsaan; (b) pengembangan dan pelestarian kesenian; (c) pengembangan
galer1 nasional, perfilman nasional, dan penyelenggaraan sensor film; (e)
pendukungan pengembangan keragaman budaya daerah; dan (f) pendu-
kungan pengelolaan taman budaya daerah.

Memperkukuh jati diri dan ketahanan budaya nasional untuk menangkal
penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi teradopsinya
budaya asing yang bernilai positif dan produktif, melalui (a) pembangunan
karakter dan pekerti bangsa; (b) pelestarian dan pengaktualisasian nilai-
nilai tradisi; (c) pengembangan masyarakat adat; (d) pengembangan nilai
budaya daerah; (d) penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan informasi
kepada masyarakat; dan (e) memanfaatkan naskah kuno nusantara.
Meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem
pengelolaannya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana
edukasi, rekreast, dan pengembangan kebudayaan, melalui (a) pemahaman
terhadap nilai sejarah dan geografi sejarah; (b) pengelolaan peninggalan
kepurbakalaan dan peninggalan bawah air; (c) pengembangan permuseum-

an; dan (d) pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno.

V. Program Pembangunan Kebudayaan

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, dalam operasionalisasinya dilak-

sanakan melalui 3 program yaitu:

1.

2.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Programini bertujuan untuk menciptakan keserasian hubungan antarunit
sosial dan antarbudaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman
konflik sekaligus untuk memperkuat NKRI.
Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini bertujuan untuk memperkuat jau diri bangsa (identitas na-
sional) dan memantapkan budaya nasional. Tujuan tersebut dicapai antara

lain melalui upaya memperkokoh ketahanan budaya nasional sehingga
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mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan
memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai posiuf
dan produktif. Di samping itu, diupayakan pula pembangunan moral bangsa
yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas,
disiplin, etos kerja, gotong-royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu
dan tanggungjawab.
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan
masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat
mata (fangible) maupun tidak kasat mata (intangible).

VI. Penutup

Mengingat pentingnya peran kebudayaan dalam Pembangunan Nasional,
kedepan diharapkan semua stakeholder dapat secara bersama-sama menyusun
strategi yang terbaik dalam pembangunan dengan memperhatikan keberpihakan
pada masyarakat dan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan wisata dan
budaya. Posisi strategis kebudayaan dalam pembangunan Indonesia jelas nyata
tetapi yang mendesak untuk dilakukan adalah bagaimana kita memposisikan
kebudayaan Indonesia dalam pergeseran pola globalisasi dunia secara baik,
tepat dan benar. Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh
elemen stakeholders kebudayaan untuk pengembangan kebudayaan nasional.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut diperlukan optimalisasi koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi dengan mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada
dengan memformulasikan metode yang tepat sehingga elemen kebudayaan
dapat berperan aktf didalamnya. Berdasarkan hal tersebut diharapkan semua
jajaran Kementerian/Lembaga yang menangani Kebudayaan dan Pariwisata
berikut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebudayaan dan
Pariwisata di seluruh Indonesia beserta seluruh elemen terkait harus menya-
makan visi dan menyatukan langkah dengan menyikapi secara bijak semua
perbedaan pendapat demi pembangunan kebudayaan khususnya dalam rangka

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kedua Tahun
2010-2014.
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KONSEP TATA RUANG BERBENDA
CAGAR BUDAYA*

Iman Ernawi

I. LATAR BELAKANG
Dalam Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinya-

takan bahwa ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang
daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan mahluk lainnya hidup, melakukan kegiatan serta memelihara ke-
langsungan hidupnya. Untuk itu maka ruang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya dan secara arif agar kehidupan manusia dapat tetap berlangsung dengan
baik.

Ruang bersifat terbatas dan relatif tetap, sedangkan manusia beserta aktivi-
tasnya berkembang dengan pesat, yang tentunya memerlukan ketersediaan ru-
ang yang semakin meningkat puia. Untuk itu ruang perlu dikelola dengan baik,
agar tidak terjadi konflik antara kebutuhan akan ruang dengan ketersediaan
ruang, dan alat yang dapat dipakai untuk mengelola ruang secara baik tersebut
adalah rencana tata ruang. Dengan demikian maka jelas bahwa rencana tata
ruang merupakan awal dari upaya untuk menjaga dan memanfaatkan ruang
secara baik. Rencana tata ruang yang baik harus disusun dengan berpedoman
pada kaidah-kaidah penataan ruang, dalam rangka mewujudkan ruang nusantara
yang aman, nyaman, produksf dan berkelanjutan.

Di dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan
bahwa penataan ruang harus memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia dan sumber daya buatan. Salah satu bentuk potensi tersebut

adalah benda cagar budaya. Benda cagar budaya seperti diamanahkan dalam

Disampaikan pada acara Kongres IAAT2008 dan PIA XI Surakarta, 13-16 Juni 2008
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Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, adalah:

a. Bendabuatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan
atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang
khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun,
serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan
dan kebudayaan;

b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan.

Selain itu terdapat pula situs, yang merupakan lokasi yang mengandung
atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang
diperlukan bagi pengamanannya.

Dalam UU No. 5 Tahun 1992, dinyatakan bahwa benda cagar budaya

dikuasai oleh negara dan pengelolaannya menjadi tanggungjawab pemerintah,
tetapi keberadaan situs menjadi tanggungjawab semua pihak. Masyarakat,

kelompok atau perorangan dapat berperan aktif melindungi pusaka arkeologi

untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Perlu pula mengenali dan meng-
hargai hak dan potensi masyarakat serta melakukan upaya pendampingan guna
menguatkan kembali keberdayaan dalam melestarikan dan memanfaatkan
pusaka untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Terminologi dalam kegiatan mempertahankan pelestarian budaya adalah
konservasi dan preservasi. Konservasi atau pelestarian adalah semua kegiatan
perawatan suatu tempat untuk mempertahankan signifikasi budayanya. Signi-
fikasi budaya sendiri adalah kegiatan perawatan dan keselarasan dengan keada-
annya, dan mencakup kegiatan preservasi, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi.
Adapun preservasi adalah upaya untuk mempertahankan keutuhan suatu
tempat seperti apa adanya dan memperlambat penurunan kondisi tersebut.

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting
artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan
kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesa-
daran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. Hal ini dipertegas oleh Undang-
Undang Penataan Ruang dengan memasukkan kawasan berbenda cagar budaya
kedalam klasifikasi kawasan strategis, yaitu wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kehidupan
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sosial dan budaya.

Keberadaan benda cagar budaya memberikan ciri khas keunikan suatu
kota sehingga tidak jarang membuat kota tersebut menjadi daerah tujuan wisa+-.
Adanya kegiatan wisata akan memacu tumbuhnya kegiatan ekonomi yang
mendukung kegiatan tersebut, seperti jasa penginapan, jasa transportasi lokal,
perdagangan (477 shop) dan sebagainya. Oleh karena itu benda cagar budaya
menjadi perlu benar-benar diperhatikan, karena selain menjadi aset budaya
yang perlu diapresiasi dan dilestarikan juga menjadi potensi ekonomi lokal.

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit peninggalan sejarah berupa benda
maupun bangunan-bangunan tua yang ditelantarkan. Bahkan, yang ironis, satu
per satu bangunan yang seharusnya menjadi cagar budaya mulai hilang, diganti
dengan bangunan komersial baru yang modern dan megah. Pelan namun pasti,
benda-benda atau bangunan-bangunan tua yang memiliki nilai-nilai budaya,
yang semestinya dilindungi, mulai tergusur, dan kawasan yang seharusnya diper-
tahankan peruntukkannya sebagai kawasan budaya, tak lagi steril dari pengaruh
kekuatan komersial. Beberapa kasus dapat digambarkan sebagai berikut:
*Candi Borobudur merupakan salah satu benda cagar budaya yang sudah diakui

dunia, namun demikian keberadaan benda cagar budaya tersebut dinilai
kurang mendapat perlindungan. UNESCO sebagai badan yang memberi
perhatian khusus kepada kawasan warisan dunia, menilai bahwa Candi
Borobudur dan sekitarnya mengalami degradasi lingkungan, yaitu dilihat
dari lingkungan yang tidak tertata dan cenderung kumuh akibat jumlah
wisatawan yang berlebihan baik lokal maupun mancanegara yang memberi
beban bagi Candi Borobudur, dan selain itu keberadaan pedagang kaki
lima disekitar area candi membuat kondisi kawasan Candi menjadi semrawut
terutama di area pintu masuk.

*Kota Surakarta dikenal sebagai kota lama yang masih kental dengan nuansa
budaya tradisional, di antaranya, lingkungan Keraton Kasunanan dan
Mangkunegaraan. Di kota Surakarta terdapat kawasan Gladak dimana ter-
dapat Benteng Vastenburg yang didirikan oleh Gubernur Jenderal Baron
Van Imhoff pada tahun 1775-1779 atau 32 tahun setelah berdirinya Sura-
karta, selain itu juga terdapat bangunan Bank Indonesia sampai Pasar Gede
Hardjonagoro yang merupakan bangunan kuno yang dipengaruhi napas
arsitektur kolonial. Namun demikian, lambatlaun kawasan Gladak berubah

menjadi kawasan yang gersang dan kehilangan kualitas makna simbolis
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keasrian sejarahnya. Kondisi ini ditemukan di situs bangunan Benteng
Vastenburg peninggalan Belanda. Sejak tahun 1980-an bangunan Benteng
tertutup rapat dengan pagar seng yang mengelilingi lahan seluas 40.672
meter persegi. Banyak warga Surakarta tidak tahu, ketidakterawatan situs
yang berumur lebih dari 230 tahun ini membentuk area mati di tengah
kebisingan pusat kota.

eStasiun Surabaya Kota yang populer dengan nama Stasiun Semut, dibangun
pada tahun 1870 dan diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878. Dengan me-
ningkatnya penggunaan kereta api, pada tanggal 11 November 1911 ba-
ngunan stasiun ini mengalami perluasan hingga ke bentuknya yang sekarang.
Stasiun kereta api ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Walikota Sura-
baya dengan Surat Keputusan Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 tanggal
26 September 1996, stasiun ini ditetapkan sebagai bangunan yang harus
dipertahankan bersama 60 bangunan lainnya di kota Surabaya. Namun
demikian keberadaan dan keaslian lanskap stasiun ini terancam sejalan
dengan adanya rencana pembangunan pusat perbelanjaan dan kawasan
pertokoan.

*Sobokarti, pusat kegiatan kesenian tradisional di Kota Semarang yang memi-
liki ciri khas keunikan gedung teater zaman Belanda yang masih alami dan
sangat representatif, sekarang ini kurang mendapat perhatian dan terkesan
terlantar.

*Kota Tua Jakarta yang mempunyai nilai sejarah dalam perkembangan kota
Jakarta mengalami penurunan kualitas lingkungan fisik yang ditunjukkan
dengan bangunan yang tidak teratur dan banyak yang tidak terawat, serta
kurangnya penyediaan prasarana dan sarana.

II. PERAN PENATAAN RUANG DALAM
PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA

Pada dasarnya setiap kota memiliki sejarah dan karakteristik yang menjadi
ciri khas keunikan, baik pola atau bentuk tertentu, yang keberadaaannya mencer-
minkan citra kota (image of 2he city) itu sendiri. Untuk itu penataan ruang harus
mampu mengakomodir hal tersebut, sehingga ciri khas keunikan kota dapat
dipertahankan dan dikembangkan. Lebih jauh lagi, keunikan tersebut dapat
menjadi daya tarik pariwisata yang dapat membangkitkan kegiatan ekonomi
lokal, sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan cara yang
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tentunya sesuai arahan rencana tata ruang.

Sebagai contoh adalah Kawasan Braga di Bandung yang merupakan salah
satu zcon Kota Bandung. Wilayah jalan Braga di kota Bandung terkenal sebagai
daerah komersial elit pada zaman Kolonial Belanda dulu. Penataan khas Jalan
Braga seperti kota-kota tua di Eropa yang bercampur dengan unsur alamiah
lokal, menjadikannya prestisius seperti Orchad Road di Singapura ataupun Ginza
di Tokyo. Namun hingga akhir tahun 70-an, popularitas kawasan Braga me-
mudar seiring bergulirnya pusat perbelanjaan gaya baru seperti mal, factory ont-
let (FO), dan plaga. Padahal lokasinya yang strai, i tengah kota dan terletak
di lingkungan bernilai historis memiliki peluang menjadi tempat yang menarik.
Kemudian pada tahun 2004 kawasan ini dikembangkan dengan prinsip #rban
revitalization yang berpegang teguh pada karakter memorial yang ada. Tema
yang diangkat adalah pejalan kaki, sehingga diberi nama Braga City Walk. Suasana
yang ingin ditampilkan tidak seperti layaknya mal tetapi suasana berbelanja
seperti pada kota-kota di Eropa dengan identitas utama ar? deco-nya. Pemerintah
Kota Bandung terlihat ikut mendukung konsep ini dengan memperbesar pe-
destrian yang dulunya 2 meter menjadi 2,5 meter di kedua sisi Jalan Braga.
Diharapkan Braga City Walk ini dapat menyatu dengan lingkungan di sekitarnya,
dan menjadi lokomotif penggerak bagi kawasan Braga untuk hidup kembali.
Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kawasan berbenda cagar budaya tidak
hanya untuk dipertahankan dan konservasisaja, namun sebaliknya, perlu dikem-
bangkan dengan konsep yang lebih #p # date dan dilengkapi kegiatan-kegiatan
pendukung yang sesuai dengan peruntukannya, tanpa meninggalkan bentuk
awalnya.

Namun demikian pada praktiknya di lapangan, tidak jarang terjadi benturan
antara kebutuhan ekonomi pembangunan dan kepentingan sejarah pelestarian
wilayah cagar budaya. Permasalahan yang dihadapi kawasan berbenda cagar
budaya seringkali akibat benturan antara perkembangan kegiatan perkotaan
dan kebutuhan ekonomi pembangunan yang cenderung berorientasi ekonomi
dengan kepentingan sejarah pelestarian wilayah cagar budaya, yaitu seperti yang
telah diuraikan diatas mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh
berbagai BCB yang ada.

Dengan melihat berbagai potensi bagi perlindungan dan pengembangan
BCB, namun dilain pihak banyak pula permasalahan yang dihadapi, maka BCB
perlu dilindungi. Adapun tujuan dilakukan perlindungan benda cagar budaya
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dan juga situs adalah untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk me-

majukan kebudayaan nasional Indonesia. Pelestarian benda cagar budaya dapat

dilakukan dengan :

a. Mempertahankan keaslian kawasan dan atau bangunan cagar budaya yang
mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

b. Memulihkan keaslian kawasan dan atau bangunan yang mengandung
sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

c. Melindungi dan memelihara kawasan dan atau bangunan cagar budaya dari
kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses
alam;

d. Mewujudkan kawasan dan atau bangunan cagar budaya sebagai kekayaan
budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya
dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif
Kota.

III. SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG
Dalam UU no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa

rencana tata ruang disusun secara berjenjang, mulai dari Rencana Tata Ruang
yang bersifat makro pada tataran nasional yang disebut Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) sampai dengan rencana tata ruang pada tataran
wilayah kota yang disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota).
Namun demikian, setiap tahapan rencana tersebut, mulai dari RTRWN, RTRW
Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota harus saling komplementer. Kebijakan-
kebijakan serta program yang telah ditetapkan pada tataran yang lebih tinggi
harus termuat didalam RTRW dibawahnya. Dengan demikian bila pada tataran
nasional atau provinsi diidentifikasi adanya benda cagar budaya dan dinyatakan
sebagai kawasan strategis nasional/provinsi, apabila lokasi benda cagar budaya
tersebut berada didalam suatu kota maka dalam RTRW Kota tersebut harus
ditegaskan mengenai keberadaan benda cagar budaya tersebut sebagai kawasan
strategis nasional/provinsi. Selain itu bila di kota terdapat pula benda cagar
budaya dalam skala kota dan dinyatakan sebagai kawasan strategis, maka didalam
RTRW Kota hal tersebut pun harus dinyatakan secara tegas sebagai kawasan
strategis kota. Keberadaan kawasan strategis nasional/provinsi/kota dengan
benda cagar budaya sebagai objekl tersebut, selanjutnya dapat menjadi salah
satu unsur pembentuk struktur kota.
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Selanjutnya keberadaan kawasan strategis nasional/orovinsi/kota dengan
benda cagar budaya sebagai focal pointnya tersebut perlu diatur dalam rencana
detail tata ruang kota (RDTR Kota) dan peraturan zonasinya agar keberadaan
kawasan benda cagar budaya tersebut dapat menonjol dan menjadi objek yang

menarik.

IV.KONSEP TATA RUANG KOTA BERBENDA
CAGAR BUDAYA

Kawasan berbenda cagar budaya sebagai aset ucrnilai tinggi dimana di
dalamnya terdapat elemen-elemen pembentuknya seperti bangunan, ruang ter-
buka, beserta infrastrukturnya yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan
identitas dan menunjukkan karakter tertentu yang perlu tetap dijaga dan
dipelihara.

Untuk mengembangkan kembali kawasan berbenda cagar budaya yang
kualitas ruangnya mulai menurun dapat dilakukan melalui langkah-langkah se-
perti revitalisasi dan konservasi. Dalam kaitannya dengan upaya revitalisasi
dan konseravasi benda cagar budaya pada tataran kota, maka selanjutnya Renca-
na Tata Ruang Wilayah Kota atau rencana tata ruang perkotaan didalam wilayah
kabupaten harus dirinci kedalam rencana detail RDTR) yang dilengkapidengan
peraturan zonasi, agar bersifat operasional. Dalam RDTR dan peraturan zonasi
tersebut diatur rencana pemanfaatan ruang dalam skala rinci, termasuk rencana
pemanfaatan ruang secara rinci untuk lebih menonjolkan benda cagar budaya
yang ada di kota, dan kemudian dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang, untuk mengatur fungsi-fungsi bangunan yang
boleh atau tidak boleh ada dalam kawasan sekitar benda cagar budaya, untuk
mengatur kepadatan bangunan yang ditunjukan dengan ketentuan KDB, untuk
mengatur ketinggian bangunan yang ditunjukan dengan ketentuan KLB, untuk
mengatur jarak bangunan yang ditunjukan dengan ketentuan garis sempadan
bangunan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan.

Untuk menunjang perwujudan rencana tersebut, selanjutnya perlu dikem-
bangkan pola insentif dan disinsentf, yaitu kebijakan-kebijakan untuk men-
dorong perwujudan kegiatan-kegiatan yang memang diarahkan untuk
berkembang untuk menunjang pengembangan kawasan berbenda cagar budaya
tersebut, dan sementara itu menghambat kegiatan-kegiatan yang dapat meng-

ganggu fungsi kawasan. Beberapa contoh pola insentif dan disinsentif yang
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dapat dikembangkan misalnya sebagai berikut :

®Melarang perubahan fungsi bangunan di sekitar kawasan ber benda cagar
budaya yang dapat menunjang karakter kawasan ber benda cagar budaya,
dan kepada pemilik bangunan diberikan pengurangan atau pembebasan
pembayaran PBB.

*Mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang karakter
kawasan ber benda cagar budaya melalui penyediaan sarana dan prasarana
yang memadai.

*Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang pelaksanaan
transfer of development right (TDR).

Setelah adanya RTRW Kota, RDTR yang dilengkapi dengan peraturan
zonasi, serta pola insentif dan disinsentif, langkah berikutnya yang petlu dilaku-
kan adalah mengembangkan sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap rencana
serta aturan yang telah ditetapkan tersebut. Perumusan sanksi tersebut dapat
dilakukan dengan mengacu pada UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
dan disesuaikan dengan kondisi kemasyarakatan yang berkembang,

Beberapa contoh dari upaya pengamanan dan pengembangan kawasan
berbenda cagar budaya adalah sebagai berikut :

V. STUDI KASUS KAWASAN CANDI
BOROBUDUR DAN BENTENG
VASTENBURG

Berikut akan disampaikan beberapa contoh pengaturan secara ruang ter-
hadap kawasan berbenda cagar budaya, yaitu pertama Kawasan Candi Boro-
budur walaupun tidak berada dalan kawasan perkotaan namun dapat mem-
berikan contoh gambaran penanganan kawasan ber-benda cagar budaya secara
ruang, dan yang kedua Kawasan Benteng Vanstenburg di Kota Solo.

A.Kasus Kawasan Candi Borobudur

1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 20008 tentang Rencana
Tata Ruang wilayah Nasional, Kawasan Borobudur termasuk dalam
kawasan strategis nasional, dalam arti penataan ruangnya diprioritaskan

karena mempunyai pegaruh sangat penting secara nasional khususnya
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terhadap aspek sosial dan budaya. Pada tahun 1991, UNESCO
memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar warisan dunia dengan
nomor C 592.

Dalam perkembangannya Candi Borobudur dan sekitarnya mengalami
degradasilingkungan. Ini dilihat dari kondisi lingkungan Candi Borobudur
yang tidak tertata dan kumuh. Jumlah wisatawan yang berlebihan baik
lokal maupun mancanegara memberi beban bagi Candi Borobudur. Area
pintu masuk nampak kumuh dan tidak tertata akibat bertumpuknya
wisatawan dan para pedagang. Hal ini ditambah lagi dengan penataan
PKL di sekitar candi yang sem